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111 Apa itu GloBE/GMT/Pajak Minimum Global?Apa itu GloBE/GMT/Pajak Minimum Global?Apa itu GloBE/GMT/Pajak Minimum Global?

GloBE (GloBE (Global Anti-Base Erosion RulesGlobal Anti-Base Erosion Rules) / GMT () / GMT (GlobalGlobal

Minimum TaxMinimum Tax)/ Pajak Minimum Global adalah ketentuan)/ Pajak Minimum Global adalah ketentuan

pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan olehpengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS yang meliputiOECD/G20 Inclusive Framework on BEPS yang meliputi

commentary, examples, agreed administrative guidance,commentary, examples, agreed administrative guidance,

GloBE information return, dan safe harbours and penaltyGloBE information return, dan safe harbours and penalty

relief.relief.

GloBE memastikan grup PMN (Perusahaan Multi Nasional)GloBE memastikan grup PMN (Perusahaan Multi Nasional)

yang memiliki peredaran bruto konsolidasian tahunanyang memiliki peredaran bruto konsolidasian tahunan

mencapai EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahunmencapai EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun

pajak sebelum Tahun Pengenaan GloBE, untuk membayarpajak sebelum Tahun Pengenaan GloBE, untuk membayar

pajak dengan tarif pajak efektif minimal 15% di tiap negarapajak dengan tarif pajak efektif minimal 15% di tiap negara

tempat mereka beroperasi.tempat mereka beroperasi.

Bila tarif pajak efektifnya di suatu negara kurang dari 15%,Bila tarif pajak efektifnya di suatu negara kurang dari 15%,

kekurangannya dibayar sebagai pajak tambahan (top-up tax).kekurangannya dibayar sebagai pajak tambahan (top-up tax).

GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules) / GMT (Global

Minimum Tax)/ Pajak Minimum Global adalah ketentuan

pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS yang meliputi

commentary, examples, agreed administrative guidance,

GloBE information return, dan safe harbours and penalty

relief.

GloBE memastikan grup PMN (Perusahaan Multi Nasional)

yang memiliki peredaran bruto konsolidasian tahunan

mencapai EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun

pajak sebelum Tahun Pengenaan GloBE, untuk membayar

pajak dengan tarif pajak efektif minimal 15% di tiap negara

tempat mereka beroperasi.

Bila tarif pajak efektifnya di suatu negara kurang dari 15%,

kekurangannya dibayar sebagai pajak tambahan (top-up tax).

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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222 Apa hubungan GloBE dengan 'Pilar Dua' OECD?Apa hubungan GloBE dengan 'Pilar Dua' OECD?Apa hubungan GloBE dengan 'Pilar Dua' OECD?

Pilar Dua adalah salah satu dari solusi dua pilar untukPilar Dua adalah salah satu dari solusi dua pilar untuk

mengatasi tantangan akibat ekonomi digital dan globalisasimengatasi tantangan akibat ekonomi digital dan globalisasi

yang disepakati OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Pilaryang disepakati OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Pilar

Dua sendiri terdiri dari STTR (saat ini belum berlaku diDua sendiri terdiri dari STTR (saat ini belum berlaku di

Indonesia) dan GloBE (sudah berlaku di Indonesia sejak tahunIndonesia) dan GloBE (sudah berlaku di Indonesia sejak tahun

pengenaan GloBE 2025).pengenaan GloBE 2025).  

Pilar Dua adalah salah satu dari solusi dua pilar untuk

mengatasi tantangan akibat ekonomi digital dan globalisasi

yang disepakati OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Pilar

Dua sendiri terdiri dari STTR (saat ini belum berlaku di

Indonesia) dan GloBE (sudah berlaku di Indonesia sejak tahun

pengenaan GloBE 2025). 

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

3

333
Untuk menghentikan perlombaan menurunkan tarif pajakUntuk menghentikan perlombaan menurunkan tarif pajak

antarnegara (antarnegara (race to the bottomrace to the bottom) dan menjamin grup PMN) dan menjamin grup PMN

membayar porsi pajak yang adil di manapun merekamembayar porsi pajak yang adil di manapun mereka

beroperasi dan menghasilkan laba. Dengan batas bawah tarifberoperasi dan menghasilkan laba. Dengan batas bawah tarif

pajak efektif 15%, maka akan mengurangi praktik penggeseranpajak efektif 15%, maka akan mengurangi praktik penggeseran

laba antar negara tersebut. Karena bila tarif pajak efektiflaba antar negara tersebut. Karena bila tarif pajak efektif

disuatu negara kurang dari 15%, maka selisihnya akan dibayardisuatu negara kurang dari 15%, maka selisihnya akan dibayar

sebagai pajak tambahan (sebagai pajak tambahan (top-up taxtop-up tax))

Untuk menghentikan perlombaan menurunkan tarif pajak

antarnegara (race to the bottom) dan menjamin grup PMN

membayar porsi pajak yang adil di manapun mereka

beroperasi dan menghasilkan laba. Dengan batas bawah tarif

pajak efektif 15%, maka akan mengurangi praktik penggeseran

laba antar negara tersebut. Karena bila tarif pajak efektif

disuatu negara kurang dari 15%, maka selisihnya akan dibayar

sebagai pajak tambahan (top-up tax)

Mengapa aturan GloBE dibuat?Mengapa aturan GloBE dibuat?Mengapa aturan GloBE dibuat?

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL



444

Tidak.Tidak.  

Pajak atas ekonomi digital yang membagi hak pemajakan kePajak atas ekonomi digital yang membagi hak pemajakan ke

negara pasar adalah ranah Pilar Satu. GloBE (Pilar Dua) berlakunegara pasar adalah ranah Pilar Satu. GloBE (Pilar Dua) berlaku

untuk semua sektor usaha grup PMN besar, bukan khususuntuk semua sektor usaha grup PMN besar, bukan khusus

perusahaan digital.perusahaan digital.

Tidak. 

Pajak atas ekonomi digital yang membagi hak pemajakan ke

negara pasar adalah ranah Pilar Satu. GloBE (Pilar Dua) berlaku

untuk semua sektor usaha grup PMN besar, bukan khusus

perusahaan digital.

Apakah GloBE sama dengan pajak digital / pajakApakah GloBE sama dengan pajak digital / pajak

Google?Google?
Apakah GloBE sama dengan pajak digital / pajak
Google?

OECD/G20 Inclusive Framework

4

555
AS tidak menerapkan GloBE karena telah memiliki sistemAS tidak menerapkan GloBE karena telah memiliki sistem

pengenaan pajak tarif minimum sendiri bernama GILTI (pengenaan pajak tarif minimum sendiri bernama GILTI (GlobalGlobal

Intangible Low-Taxed IncomeIntangible Low-Taxed Income). Kemudian, pada 5 Januari 2026,). Kemudian, pada 5 Januari 2026,

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS menyepakati 'OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS menyepakati 'Side-by-Side-by-

Side PackageSide Package' yang memungkinkan grup berinduk di AS' yang memungkinkan grup berinduk di AS

memilih memilih safe harbour safe harbour atas IIR dan UTPRatas IIR dan UTPR, sehingga IIR dan UTPR, sehingga IIR dan UTPR

atas entitas induk utama yang berada di AS dianggap nol mulaiatas entitas induk utama yang berada di AS dianggap nol mulai

1 Januari 2026. Namun, ini tidak menghapus pengenaan DMTT1 Januari 2026. Namun, ini tidak menghapus pengenaan DMTT

di negara sumber seperti Indonesia, dan tidak berlaku mundurdi negara sumber seperti Indonesia, dan tidak berlaku mundur

untuk tahun 2024–2025.untuk tahun 2024–2025.

AS tidak menerapkan GloBE karena telah memiliki sistem

pengenaan pajak tarif minimum sendiri bernama GILTI (Global

Intangible Low-Taxed Income). Kemudian, pada 5 Januari 2026,

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS menyepakati 'Side-by-

Side Package' yang memungkinkan grup berinduk di AS

memilih safe harbour atas IIR dan UTPR, sehingga IIR dan UTPR

atas entitas induk utama yang berada di AS dianggap nol mulai

1 Januari 2026. Namun, ini tidak menghapus pengenaan DMTT

di negara sumber seperti Indonesia, dan tidak berlaku mundur

untuk tahun 2024–2025.

Apakah Amerika Serikat ikut GloBE?Apakah Amerika Serikat ikut GloBE?Apakah Amerika Serikat ikut GloBE?

OECD Side-by-Side Package (5 Jan 2026)

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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Kesepakatan Pilar Dua didukung lebih dari 140 yurisdiksiKesepakatan Pilar Dua didukung lebih dari 140 yurisdiksi

anggota Inclusive Frameworkanggota Inclusive Framework, tetapi tidak semuanya, tetapi tidak semuanya

menerapkannya dalam UU domestik. Penerapan bersifatmenerapkannya dalam UU domestik. Penerapan bersifat

sukarela, namun jika diterapkan harus konsisten dengansukarela, namun jika diterapkan harus konsisten dengan

aturan OECD sesuai dengan prinsip Pilar Dua yaitu "aturan OECD sesuai dengan prinsip Pilar Dua yaitu "commoncommon

approachapproach".".

Kesepakatan Pilar Dua didukung lebih dari 140 yurisdiksi

anggota Inclusive Framework, tetapi tidak semuanya

menerapkannya dalam UU domestik. Penerapan bersifat

sukarela, namun jika diterapkan harus konsisten dengan

aturan OECD sesuai dengan prinsip Pilar Dua yaitu "common

approach".

Berapa banyak negara yang ikut kesepakatan ini?Berapa banyak negara yang ikut kesepakatan ini?Berapa banyak negara yang ikut kesepakatan ini?

OECD/G20 Inclusive Framework

5

777
PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan PajakPMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak

Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan InternasionalMinimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

(PMK(PMK 136/2024) yang diundangkan pada 31 Desember 2024. 136/2024) yang diundangkan pada 31 Desember 2024.

Aturan turunan terkait teknis administrasinya diatur dalamAturan turunan terkait teknis administrasinya diatur dalam

PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak danPER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global BerdasarkanPemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan

Kesepakatan Internasional (PER-6/2026) yang ditetapkan danKesepakatan Internasional (PER-6/2026) yang ditetapkan dan

berlaku sejak 4 Mei 2026.berlaku sejak 4 Mei 2026.

PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak

Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

(PMK 136/2024) yang diundangkan pada 31 Desember 2024.

Aturan turunan terkait teknis administrasinya diatur dalam

PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan

Kesepakatan Internasional (PER-6/2026) yang ditetapkan dan

berlaku sejak 4 Mei 2026.

Apa dasar hukum GloBE di Indonesia?Apa dasar hukum GloBE di Indonesia?Apa dasar hukum GloBE di Indonesia?

OECD/G20 Inclusive Framework

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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888

Domestik: PMK 136/2024 dan PER-6/2026 beserta lampiranDomestik: PMK 136/2024 dan PER-6/2026 beserta lampiran

formulir dan petunjuk pengisiannya. Internasional: OECDformulir dan petunjuk pengisiannya. Internasional: OECD

GloBE Model Rules, Commentary, Agreed AdministrativeGloBE Model Rules, Commentary, Agreed Administrative

Guidance, Illustrative Examples, Safe Harbours and PenaltyGuidance, Illustrative Examples, Safe Harbours and Penalty

ReliefRelief, GloBE Information Return, dan Side-by-Side Package (5, GloBE Information Return, dan Side-by-Side Package (5

Januari 2026).Januari 2026).  

Domestik: PMK 136/2024 dan PER-6/2026 beserta lampiran

formulir dan petunjuk pengisiannya. Internasional: OECD

GloBE Model Rules, Commentary, Agreed Administrative

Guidance, Illustrative Examples, Safe Harbours and Penalty

Relief, GloBE Information Return, dan Side-by-Side Package (5

Januari 2026). 

Peraturan apa yang saat ini perlu menjadi acuanPeraturan apa yang saat ini perlu menjadi acuan

dalam penerapan GMT?dalam penerapan GMT?
Peraturan apa yang saat ini perlu menjadi acuan
dalam penerapan GMT?

PMK 136/2024; PER-6/PJ/2026

999

IIR dan DMTT berlaku mulai tahun pajak 2025. UTPR berlakuIIR dan DMTT berlaku mulai tahun pajak 2025. UTPR berlaku

mumulai 1 Januari 2026.lai 1 Januari 2026.

IIR dan DMTT berlaku mulai tahun pajak 2025. UTPR berlaku

mulai 1 Januari 2026.

Kapan GloBE mulai berlaku di Indonesia?Kapan GloBE mulai berlaku di Indonesia?Kapan GloBE mulai berlaku di Indonesia?

PMK 136/2024

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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101010 PMK 136 berlaku mulai 1 Januari 2025, bagaimanaPMK 136 berlaku mulai 1 Januari 2025, bagaimana

untuk tahun pajak 2024 yang berakhir di 2025?untuk tahun pajak 2024 yang berakhir di 2025?  

Bila tahun bukunya Bila tahun bukunya April–Maret: apakah mulai dariApril–Maret: apakah mulai dari

tahun pajak 2024 (April 2024- Mar 2025) atau 2025tahun pajak 2024 (April 2024- Mar 2025) atau 2025

(April 2025- Mar 2026)?(April 2025- Mar 2026)?  

Bagaimana jika periode pembukuan entitasBagaimana jika periode pembukuan entitas

konstituen (CE) berbeda dengan UPE?konstituen (CE) berbeda dengan UPE?

Bagaimana bila periode tahun pajaknya sama,Bagaimana bila periode tahun pajaknya sama,

penyebutan tahun pajaknya berbeda (di Indonesiapenyebutan tahun pajaknya berbeda (di Indonesia

periode Juli 2025-Jun 2026 disebut 2025,periode Juli 2025-Jun 2026 disebut 2025,

sementara di UPE disebut 2026)? Jadi kapan mulaisementara di UPE disebut 2026)? Jadi kapan mulai

penerapan?penerapan?

PMK 136 berlaku mulai 1 Januari 2025, bagaimana
untuk tahun pajak 2024 yang berakhir di 2025? 
Bila tahun bukunya April–Maret: apakah mulai dari
tahun pajak 2024 (April 2024- Mar 2025) atau 2025
(April 2025- Mar 2026)? 

Bagaimana jika periode pembukuan entitas
konstituen (CE) berbeda dengan UPE?

Bagaimana bila periode tahun pajaknya sama,
penyebutan tahun pajaknya berbeda (di Indonesia
periode Juli 2025-Jun 2026 disebut 2025,
sementara di UPE disebut 2026)? Jadi kapan mulai
penerapan?

a)a)

b)b)

c)c)

a)

b)

c)

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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101010

PMK 136/2024; PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 25–27

Bila UPE menggunakan periode tahun buku April-Maret,Bila UPE menggunakan periode tahun buku April-Maret,

maka untuk tahun pengenaan GloBE 2025 adalah periodemaka untuk tahun pengenaan GloBE 2025 adalah periode

April 2025 sd Maret 2026.April 2025 sd Maret 2026.

Bila periode pembukuan CE dan UPE berbeda, maka yangBila periode pembukuan CE dan UPE berbeda, maka yang

digunakan adalah periode pembukuan UPE.digunakan adalah periode pembukuan UPE.

Penerapan untuk CE yang berada di Indonesia adalahPenerapan untuk CE yang berada di Indonesia adalah

sejak tahun pajak 2025, sehingga periode pembukuansejak tahun pajak 2025, sehingga periode pembukuan

yang menjadi dasar penerapan adalah sesuai denganyang menjadi dasar penerapan adalah sesuai dengan

periode pembukuan yang termasuk dalam tahun pajakperiode pembukuan yang termasuk dalam tahun pajak

20252025

Bila UPE menggunakan periode tahun buku April-Maret,

maka untuk tahun pengenaan GloBE 2025 adalah periode

April 2025 sd Maret 2026.

Bila periode pembukuan CE dan UPE berbeda, maka yang

digunakan adalah periode pembukuan UPE.

Penerapan untuk CE yang berada di Indonesia adalah

sejak tahun pajak 2025, sehingga periode pembukuan

yang menjadi dasar penerapan adalah sesuai dengan

periode pembukuan yang termasuk dalam tahun pajak

2025

a)a)

b)b)

c)c)

a)

b)

c)

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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111111
Tidak.Tidak.  

Tarif PPh Badan tetap sesuai UU PPh (umumnya 22%). AngkaTarif PPh Badan tetap sesuai UU PPh (umumnya 22%). Angka

15% adalah batas MINIMUM tarif pajak efektif yang dihitung15% adalah batas MINIMUM tarif pajak efektif yang dihitung

sesuai dengan ketentuan GloBEsesuai dengan ketentuan GloBE, bukan tarif PPh Badan yang, bukan tarif PPh Badan yang

baru.baru.

Tidak. 

Tarif PPh Badan tetap sesuai UU PPh (umumnya 22%). Angka

15% adalah batas MINIMUM tarif pajak efektif yang dihitung

sesuai dengan ketentuan GloBE, bukan tarif PPh Badan yang

baru.

Apakah tarif PPh Badan di Indonesia jadi 15%?Apakah tarif PPh Badan di Indonesia jadi 15%?Apakah tarif PPh Badan di Indonesia jadi 15%?

UU PPh; PMK 136/2024

121212

Tidak. GloBE justru menaikkan beban pajak bagi grup PMNTidak. GloBE justru menaikkan beban pajak bagi grup PMN

yang selama ini membayar pajak efektif di bawah 15%. Bagiyang selama ini membayar pajak efektif di bawah 15%. Bagi

yang sudah membayar di atas 15%, umumnya tidak ada pajakyang sudah membayar di atas 15%, umumnya tidak ada pajak

tamtambahan, tapi tetap ada kewajiban administrasi.bahan, tapi tetap ada kewajiban administrasi.

Tidak. GloBE justru menaikkan beban pajak bagi grup PMN

yang selama ini membayar pajak efektif di bawah 15%. Bagi

yang sudah membayar di atas 15%, umumnya tidak ada pajak

tambahan, tapi tetap ada kewajiban administrasi.

Apakah GloBE berarti pajak perusahaan diturunkan?Apakah GloBE berarti pajak perusahaan diturunkan?Apakah GloBE berarti pajak perusahaan diturunkan?

PMK 136/2024, PER-6/PJ/2026

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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131313
Entitas konstituen dari grup PMN dengan peredaran brutoEntitas konstituen dari grup PMN dengan peredaran bruto

(omzet) konsolidasi tahunan minimal EUR 750 juta, setidaknya(omzet) konsolidasi tahunan minimal EUR 750 juta, setidaknya

dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.

Entitas konstituen dapat berupa WP Badan dan BUT. Entitas konstituen dapat berupa WP Badan dan BUT. JointJoint

Venture Venture (JV) yang merupakan Wajib Pajak GloBE juga(JV) yang merupakan Wajib Pajak GloBE juga

termasuk yang terkena Pajak Minimum Globaltermasuk yang terkena Pajak Minimum Global

Entitas konstituen dari grup PMN dengan peredaran bruto

(omzet) konsolidasi tahunan minimal EUR 750 juta, setidaknya

dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.

Entitas konstituen dapat berupa WP Badan dan BUT. Joint

Venture (JV) yang merupakan Wajib Pajak GloBE juga

termasuk yang terkena Pajak Minimum Global

Siapa yang terkena Pajak Minimum Global?Siapa yang terkena Pajak Minimum Global?Siapa yang terkena Pajak Minimum Global?

PMK 136/2024 Pasal 2, PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 11

141414 Apakah UMKM atau perusahaan lokal biasa ikutApakah UMKM atau perusahaan lokal biasa ikut

kena?kena?
Apakah UMKM atau perusahaan lokal biasa ikut
kena?

Tidak. UMKM dan perusahaan yang bukan bagian dari grupTidak. UMKM dan perusahaan yang bukan bagian dari grup

PMN besar (omzet konsolidasi di bawah EUR 750 juta) tidakPMN besar (omzet konsolidasi di bawah EUR 750 juta) tidak

masuk cakupan GloBE. Grup perusahaan yang seluruhmasuk cakupan GloBE. Grup perusahaan yang seluruh

entitasnya hanya berada di satu negara (domestik) juga tidakentitasnya hanya berada di satu negara (domestik) juga tidak

masuk cakupan GloBE karena tidak memenumasuk cakupan GloBE karena tidak memenuhi klausulhi klausul

Perusahaan Multi Nasional.Perusahaan Multi Nasional.

Tidak. UMKM dan perusahaan yang bukan bagian dari grup

PMN besar (omzet konsolidasi di bawah EUR 750 juta) tidak

masuk cakupan GloBE. Grup perusahaan yang seluruh

entitasnya hanya berada di satu negara (domestik) juga tidak

masuk cakupan GloBE karena tidak memenuhi klausul

Perusahaan Multi Nasional.

PMK 136/2024 Pasal 2

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL
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151515
Tidak. GloBE hanya berlaku untuk entitas (badan/BUT) dalamTidak. GloBE hanya berlaku untuk entitas (badan/BUT) dalam

grup PMN besar. Tidak ada perubahan PPh Pasal 21 atau PPhgrup PMN besar. Tidak ada perubahan PPh Pasal 21 atau PPh

orang pribadi orang pribadi karena GloBE.karena GloBE.

Tidak. GloBE hanya berlaku untuk entitas (badan/BUT) dalam

grup PMN besar. Tidak ada perubahan PPh Pasal 21 atau PPh

orang pribadi karena GloBE.

Apakah karyawan atau Wajib Pajak orang pribadiApakah karyawan atau Wajib Pajak orang pribadi

ikut kena?ikut kena?
Apakah karyawan atau Wajib Pajak orang pribadi
ikut kena?

PMK 136/2024 Pasal 2

161616 Apakah GloBE hanya berlaku untuk perusahaanApakah GloBE hanya berlaku untuk perusahaan

asing?asing?
Apakah GloBE hanya berlaku untuk perusahaan
asing?

Tidak.Tidak.  

Penerapan GloBE di Indonesia berlaku untuk badan dan BUTPenerapan GloBE di Indonesia berlaku untuk badan dan BUT

di Indonesia yang merupakan anggota atau bagian dari grupdi Indonesia yang merupakan anggota atau bagian dari grup

PMN, selama omzet konsolidasinya mencPMN, selama omzet konsolidasinya mencapai ambang EURapai ambang EUR

750 juta.750 juta.

Tidak. 

Penerapan GloBE di Indonesia berlaku untuk badan dan BUT

di Indonesia yang merupakan anggota atau bagian dari grup

PMN, selama omzet konsolidasinya mencapai ambang EUR

750 juta.

PMK 136/2024 Pasal 2
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Ada yaitu badan pemerintah, organisasi internasional,Ada yaitu badan pemerintah, organisasi internasional,

organisasi nirlaba, entitas dana pensiun, entitas dana investasiorganisasi nirlaba, entitas dana pensiun, entitas dana investasi

yang merupakan entitas induk utama, entitas dana investasiyang merupakan entitas induk utama, entitas dana investasi

real estat (real estate investment vehicle) yang merupakanreal estat (real estate investment vehicle) yang merupakan

entitas induk utama. Selain itu, entitas yang dimiliki olehentitas induk utama. Selain itu, entitas yang dimiliki oleh

entitas yang dikecualikan dengan syarat tertentu. Entitas yangentitas yang dikecualikan dengan syarat tertentu. Entitas yang

dikecualikan tetap dihitung untudikecualikan tetap dihitung untuk ambang omzet grup.k ambang omzet grup.

Ada yaitu badan pemerintah, organisasi internasional,

organisasi nirlaba, entitas dana pensiun, entitas dana investasi

yang merupakan entitas induk utama, entitas dana investasi

real estat (real estate investment vehicle) yang merupakan

entitas induk utama. Selain itu, entitas yang dimiliki oleh

entitas yang dikecualikan dengan syarat tertentu. Entitas yang

dikecualikan tetap dihitung untuk ambang omzet grup.

Apakah ada entitas yang dikecualikan?Apakah ada entitas yang dikecualikan?Apakah ada entitas yang dikecualikan?

PMK 136/2024 pasal 3
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181818 Apa langkah pertama yang perlu dilakukanApa langkah pertama yang perlu dilakukan

perusahaan untuk mengetahui apakah termasukperusahaan untuk mengetahui apakah termasuk

cakupan GMT?cakupan GMT?

Apa langkah pertama yang perlu dilakukan
perusahaan untuk mengetahui apakah termasuk
cakupan GMT?

Pastikan grup memang 'Grup PMN (Perusahaan MultiPastikan grup memang 'Grup PMN (Perusahaan Multi

Nasional)', yaitu punya minimal satu entitas atau BUT diNasional)', yaitu punya minimal satu entitas atau BUT di

luar negara UPE.luar negara UPE.

  Cek laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk UtamaCek laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk Utama

(UPE) untuk 4 tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE.(UPE) untuk 4 tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE.  

Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, yang diuji adalahUntuk tahun pengenaan GloBE 2025, yang diuji adalah

tahun 2021–2024.tahun 2021–2024.  

Grup masuk cakupan jika peredaran bruto konsolidasiGrup masuk cakupan jika peredaran bruto konsolidasi

minimal EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahunminimal EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun

tersebut.tersebut.  

Bila peredaran bruto diperoleh dalam jangka waktuBila peredaran bruto diperoleh dalam jangka waktu

kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitungkurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitung

dengan cara disetahunkan.dengan cara disetahunkan.

Setelah itu, identifikasi semua entitas di Indonesia yangSetelah itu, identifikasi semua entitas di Indonesia yang

menjadi Entitas Konstituen atau anggota grup usahamenjadi Entitas Konstituen atau anggota grup usaha

patungan (patungan (Joint VentureJoint Venture), karena masing-masing menjadi), karena masing-masing menjadi

Wajib Pajak GloBE.Wajib Pajak GloBE.

Pastikan grup memang 'Grup PMN (Perusahaan Multi

Nasional)', yaitu punya minimal satu entitas atau BUT di

luar negara UPE.

 Cek laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk Utama

(UPE) untuk 4 tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE. 

Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, yang diuji adalah

tahun 2021–2024. 

Grup masuk cakupan jika peredaran bruto konsolidasi

minimal EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun

tersebut. 

Bila peredaran bruto diperoleh dalam jangka waktu

kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitung

dengan cara disetahunkan.

Setelah itu, identifikasi semua entitas di Indonesia yang

menjadi Entitas Konstituen atau anggota grup usaha

patungan (Joint Venture), karena masing-masing menjadi

Wajib Pajak GloBE.

PMK 136/2024 Pasal 2
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Jika tahun buku kurang dari 12 bulan, maka peredaran brutoJika tahun buku kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto

dihitung dengan cara disetahunkan. Untuk merger, omzetdihitung dengan cara disetahunkan. Untuk merger, omzet

dihitung dengan menjumlahkan laporan keuangan masing-dihitung dengan menjumlahkan laporan keuangan masing-

masing grup/entitas yang bergabung pada tahun-tahunmasing grup/entitas yang bergabung pada tahun-tahun

pengujian. Untuk demerger (pemisahan) ada uji khusus padapengujian. Untuk demerger (pemisahan) ada uji khusus pada

tahun pertama dan ttahun pertama dan tahun-tahun setelahnya.ahun-tahun setelahnya.  

Jika tahun buku kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto

dihitung dengan cara disetahunkan. Untuk merger, omzet

dihitung dengan menjumlahkan laporan keuangan masing-

masing grup/entitas yang bergabung pada tahun-tahun

pengujian. Untuk demerger (pemisahan) ada uji khusus pada

tahun pertama dan tahun-tahun setelahnya. 

Bagaimana ambang EUR 750 juta diterapkan jikaBagaimana ambang EUR 750 juta diterapkan jika

tahun buku tidak 12 bulan atau adatahun buku tidak 12 bulan atau ada

merger/demerger?merger/demerger?

Bagaimana ambang EUR 750 juta diterapkan jika
tahun buku tidak 12 bulan atau ada
merger/demerger?

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 2 dan Pasal 40
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Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta,Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta,

bagaimana dengan omzet JV? Apakah omzet JVbagaimana dengan omzet JV? Apakah omzet JV

masuk ke dalam penghitungan tersebut?masuk ke dalam penghitungan tersebut?

Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta,
bagaimana dengan omzet JV? Apakah omzet JV
masuk ke dalam penghitungan tersebut?

Tidak.Tidak.  

Ambang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporanAmbang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporan

keuangan konsolidasi UPE. Karena JV dicatat dengan metodekeuangan konsolidasi UPE. Karena JV dicatat dengan metode

ekuitas, yang masuk ke laporan konsolidasi hanya bagian labaekuitas, yang masuk ke laporan konsolidasi hanya bagian laba

JV, bukan peredaran brutonya. JV juga tidak diuji ambang batasJV, bukan peredaran brutonya. JV juga tidak diuji ambang batas

secara terpisah, statusnya mengikutsecara terpisah, statusnya mengikuti grup investornya.i grup investornya.

Tidak. 

Ambang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporan

keuangan konsolidasi UPE. Karena JV dicatat dengan metode

ekuitas, yang masuk ke laporan konsolidasi hanya bagian laba

JV, bukan peredaran brutonya. JV juga tidak diuji ambang batas

secara terpisah, statusnya mengikuti grup investornya.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 43
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Ya.Ya.  

MOCE (MOCE (Minority-Owned Constituent EntityMinority-Owned Constituent Entity) adalah Entitas) adalah Entitas

Konstituen yang dimiliki oleh UPEKonstituen yang dimiliki oleh UPE    sebesar 30% atau kurang,sebesar 30% atau kurang,

baik kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung,baik kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung,

tetapi tetap dikonsolidasi line-by-line karena dikendalikantetapi tetap dikonsolidasi line-by-line karena dikendalikan

grup. Karena dikonsolidasi, peredaran brutonya sudah masukgrup. Karena dikonsolidasi, peredaran brutonya sudah masuk

dalam peredaran brdalam peredaran bruto konsolidasi UPE.uto konsolidasi UPE.

Ya. 

MOCE (Minority-Owned Constituent Entity) adalah Entitas

Konstituen yang dimiliki oleh UPE  sebesar 30% atau kurang,

baik kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung,

tetapi tetap dikonsolidasi line-by-line karena dikendalikan

grup. Karena dikonsolidasi, peredaran brutonya sudah masuk

dalam peredaran bruto konsolidasi UPE.

Dalam menghitung batasan Dalam menghitung batasan threshold threshold EUREUR

750 juta, bagaimana dengan omzet Entitas750 juta, bagaimana dengan omzet Entitas

yang Dimiliki Secara Minoritas (yang Dimiliki Secara Minoritas (MinorityMinority

Owned Constituent EntityOwned Constituent Entity-MOCE)? Apakah-MOCE)? Apakah

omzet MOCE masuk ke dalamomzet MOCE masuk ke dalam

penghitungan penghitungan threshold threshold EUR 750 JutaEUR 750 Juta

tersebut?tersebut?

Dalam menghitung batasan threshold EUR

750 juta, bagaimana dengan omzet Entitas

yang Dimiliki Secara Minoritas (Minority

Owned Constituent Entity-MOCE)? Apakah

omzet MOCE masuk ke dalam

penghitungan threshold EUR 750 Juta

tersebut?

15
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Tidak. NMCE (Tidak. NMCE (Non-Material Constituent EntityNon-Material Constituent Entity) adalah Entitas) adalah Entitas

Konstituen yang tidak dikonsolidasi line-by-line semata-mataKonstituen yang tidak dikonsolidasi line-by-line semata-mata

karena alasan ukuran atau materialitas. Ambang EUR 750 jutakarena alasan ukuran atau materialitas. Ambang EUR 750 juta

diuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasidiuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasi

UPE sebagaimana disajikan, sehingga peredaran NMCE yangUPE sebagaimana disajikan, sehingga peredaran NMCE yang

tidak ikut dikonsolidasi pada umumnya tidak menambahtidak ikut dikonsolidasi pada umumnya tidak menambah

angka pengujian. NMCE tetap berstatangka pengujian. NMCE tetap berstatus Entitas Konstituenus Entitas Konstituen

dan tetap tunduk pada GloBE.dan tetap tunduk pada GloBE.

Tidak. NMCE (Non-Material Constituent Entity) adalah Entitas

Konstituen yang tidak dikonsolidasi line-by-line semata-mata

karena alasan ukuran atau materialitas. Ambang EUR 750 juta

diuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasi

UPE sebagaimana disajikan, sehingga peredaran NMCE yang

tidak ikut dikonsolidasi pada umumnya tidak menambah

angka pengujian. NMCE tetap berstatus Entitas Konstituen

dan tetap tunduk pada GloBE.

Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta,Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta,

bagaimana dengan omzet NMCE?bagaimana dengan omzet NMCE?
Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta,
bagaimana dengan omzet NMCE?

PMK 136/2024 Pasal 56 ayat 9C
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Apa itu Tarif Pajak Efektif / ETR (Apa itu Tarif Pajak Efektif / ETR (Effective TaxEffective Tax

RateRate) dalam GloBE?) dalam GloBE?

Apa itu Tarif Pajak Efektif / ETR (Effective Tax

Rate) dalam GloBE?

ETR (ETR (effective tax rateeffective tax rate) merupakan tarif pajak efektif yang) merupakan tarif pajak efektif yang

berlaku dalam GloBE. ETR dihitung per negara (yurisdiksi),berlaku dalam GloBE. ETR dihitung per negara (yurisdiksi),

memakai rumus 'pajak tercakup yang disesuaikan' dibagi 'labamemakai rumus 'pajak tercakup yang disesuaikan' dibagi 'laba

GloBE bersih', bukan langsung mengambil angka dari SPT PPhGloBE bersih', bukan langsung mengambil angka dari SPT PPh

BadanBadan..

ETR (effective tax rate) merupakan tarif pajak efektif yang

berlaku dalam GloBE. ETR dihitung per negara (yurisdiksi),

memakai rumus 'pajak tercakup yang disesuaikan' dibagi 'laba

GloBE bersih', bukan langsung mengambil angka dari SPT PPh

Badan.

PMK 136/2024 Pasal 1 dan pasal 5
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Pajak tambahan yang harus dibayar untuk 'menambal'Pajak tambahan yang harus dibayar untuk 'menambal'

kekurangan pajak efektif suatu grup PMN di suatu negarakekurangan pajak efektif suatu grup PMN di suatu negara

sampai mencapai 15%. Contoh sederhana: jika tarif pajak efektifsampai mencapai 15%. Contoh sederhana: jika tarif pajak efektif

(ETR) grup di negara X hanya 10%, maka selisih 5% akan(ETR) grup di negara X hanya 10%, maka selisih 5% akan

dikenakan sebagai pajak tambahan (dikenakan sebagai pajak tambahan (top-up taxtop-up tax) di ) di negaranegara

tersebut.tersebut.

Pajak tambahan yang harus dibayar untuk 'menambal'

kekurangan pajak efektif suatu grup PMN di suatu negara

sampai mencapai 15%. Contoh sederhana: jika tarif pajak efektif

(ETR) grup di negara X hanya 10%, maka selisih 5% akan

dikenakan sebagai pajak tambahan (top-up tax) di negara

tersebut.

Apa itu Apa itu top-up tax top-up tax atau pajak tambahan?atau pajak tambahan?Apa itu top-up tax atau pajak tambahan?

PMK 136/2024 Pasal 6
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252525 Apa itu IIR?Apa itu IIR?Apa itu IIR?

Income Inclusion RuleIncome Inclusion Rule: aturan yang memberi hak kepada: aturan yang memberi hak kepada

negara entitas induk untuk memungut pajak tambahan (top-negara entitas induk untuk memungut pajak tambahan (top-

up tax) atas entitas konstituen di negara lain yang tarif pajakup tax) atas entitas konstituen di negara lain yang tarif pajak

efektefektifnya kurang dari 15%.ifnya kurang dari 15%.

Income Inclusion Rule: aturan yang memberi hak kepada

negara entitas induk untuk memungut pajak tambahan (top-

up tax) atas entitas konstituen di negara lain yang tarif pajak

efektifnya kurang dari 15%.

PMK 136/2024 Pasal 1, Pasal 15-16
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Undertaxed Payment RulesUndertaxed Payment Rules: ketentuan pengenaan pajak: ketentuan pengenaan pajak

tambahan (tambahan (top-up taxtop-up tax) dalam hal ketentuan IIR tidak) dalam hal ketentuan IIR tidak

diterapkan/tidak sepenuhnya ditditerapkan/tidak sepenuhnya diterapkan.erapkan.  

Undertaxed Payment Rules: ketentuan pengenaan pajak

tambahan (top-up tax) dalam hal ketentuan IIR tidak

diterapkan/tidak sepenuhnya diterapkan. 

Apa itu UTPR?Apa itu UTPR?Apa itu UTPR?

PMK 136/2024 Pasal 1, Pasal 17-18
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Apa itu DMTT ?Apa itu DMTT ?Apa itu DMTT ?272727

Domestic Minimum Top-up Tax Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) adalah ketentuan(DMTT) adalah ketentuan

yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalamyang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam

negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PMNnegeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN

yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%.yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%.

Qualified Domestic Minimum Top-up Tax Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)(QDMTT)

merupakan DMTT yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkanmerupakan DMTT yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan

oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPSoleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

Jadi dalam perspektif domestik, QDMTT merupakan pajakJadi dalam perspektif domestik, QDMTT merupakan pajak

tambahan (tambahan (top-up taxtop-up tax) yang dibayar di Indonesia atas entitas) yang dibayar di Indonesia atas entitas

konstituen grup PMN di Indonesia yang mempunyai tarifkonstituen grup PMN di Indonesia yang mempunyai tarif

pajak efektpajak efektif kurang dari 15%if kurang dari 15%

Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) adalah ketentuan

yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam

negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN

yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%.

Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)

merupakan DMTT yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan

oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

Jadi dalam perspektif domestik, QDMTT merupakan pajak

tambahan (top-up tax) yang dibayar di Indonesia atas entitas

konstituen grup PMN di Indonesia yang mempunyai tarif

pajak efektif kurang dari 15%

PMK 136/2024 Pasal 1, Pasal 52–53
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Urutannya:Urutannya:  

11..QDMTT di negara yang ETR nya kurang dari 15%;QDMTT di negara yang ETR nya kurang dari 15%;  

22.. IIR: bila negara yang ETR nya kurang dari 15% tidakIIR: bila negara yang ETR nya kurang dari 15% tidak

menerapkan QDMTT, maka berlaku IIR, yakni pajakmenerapkan QDMTT, maka berlaku IIR, yakni pajak

tambahan (top-up tax) dibayar di negara di mana entitastambahan (top-up tax) dibayar di negara di mana entitas

induk beradainduk berada

33..UTPR: jika masih ada sisa pajak tambahan (top-up tax)UTPR: jika masih ada sisa pajak tambahan (top-up tax)

yang tidak terpungut lewat IIR, maka akan dialokasikan keyang tidak terpungut lewat IIR, maka akan dialokasikan ke

negara lainnya dimana entitas konstituen lain berada.negara lainnya dimana entitas konstituen lain berada.

Urutannya: 

1.QDMTT di negara yang ETR nya kurang dari 15%; 

2.IIR: bila negara yang ETR nya kurang dari 15% tidak

menerapkan QDMTT, maka berlaku IIR, yakni pajak

tambahan (top-up tax) dibayar di negara di mana entitas

induk berada

3.UTPR: jika masih ada sisa pajak tambahan (top-up tax)

yang tidak terpungut lewat IIR, maka akan dialokasikan ke

negara lainnya dimana entitas konstituen lain berada.

Bagaimana urutan penerapan QDMTT, IIR, danBagaimana urutan penerapan QDMTT, IIR, dan

UTPR?UTPR?
Bagaimana urutan penerapan QDMTT, IIR, dan
UTPR?

PMK 136/2024
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Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially-Owned ParentPartially-Owned Parent

Entity/POPE) adalah:Entity/POPE) adalah:  

11..Entitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, bentukEntitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, bentuk

usaha tetap, atau entitas investasi;usaha tetap, atau entitas investasi;

22..YYang memiliki secara langsung atau tidak langsungang memiliki secara langsung atau tidak langsung

kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnyakepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya

dalam grup PMN yang sama, dandalam grup PMN yang sama, dan

33..ddimiliki lebih dari 20% oleh pihak yang bukan merupakanimiliki lebih dari 20% oleh pihak yang bukan merupakan

Entitas Konstituen grup PMN yang bersangkutan, baikEntitas Konstituen grup PMN yang bersangkutan, baik

melalui kepemilikan secara langsung maupun tidakmelalui kepemilikan secara langsung maupun tidak

langsung.langsung.

Persyaratan di atas harus dipenuhi secara akumulatif.Persyaratan di atas harus dipenuhi secara akumulatif.

Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially-Owned Parent

Entity/POPE) adalah: 

1.Entitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, bentuk

usaha tetap, atau entitas investasi;

2.Yang memiliki secara langsung atau tidak langsung

kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya

dalam grup PMN yang sama, dan

3.dimiliki lebih dari 20% oleh pihak yang bukan merupakan

Entitas Konstituen grup PMN yang bersangkutan, baik

melalui kepemilikan secara langsung maupun tidak

langsung.

Persyaratan di atas harus dipenuhi secara akumulatif.

Apa itu Apa itu Partially-Owned Parent EntityPartially-Owned Parent Entity

(POPE)?(POPE)?

Apa itu Partially-Owned Parent Entity

(POPE)?
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Total pajak tambahan (Total pajak tambahan (top-up taxtop-up tax) UTPR d) UTPR dibagi ke yurisdiksiibagi ke yurisdiksi

yang menerapkan UTPR berdasarkan rumus tertentu yaituyang menerapkan UTPR berdasarkan rumus tertentu yaitu

50% berdasarkan proporsi jumlah karyawan dan 50%50% berdasarkan proporsi jumlah karyawan dan 50%

berdasarkan proporsi nilai aset berwujud di yuberdasarkan proporsi nilai aset berwujud di yurisdiksi tersebut.risdiksi tersebut.  

Total pajak tambahan (top-up tax) UTPR dibagi ke yurisdiksi

yang menerapkan UTPR berdasarkan rumus tertentu yaitu

50% berdasarkan proporsi jumlah karyawan dan 50%

berdasarkan proporsi nilai aset berwujud di yurisdiksi tersebut. 

Bagaimana sisa pajak tambahan (Bagaimana sisa pajak tambahan (top-up taxtop-up tax))

dialokasikan dalam UTPR?dialokasikan dalam UTPR?

Bagaimana sisa pajak tambahan (top-up tax)

dialokasikan dalam UTPR?

PMK 136/2024 Pasal 18
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Tidak.Tidak.  

Jika ETR grup PMN dJika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesiai Indonesia di bawah 15% dan Indonesia

tidak menerapkan GloBE, negara induk (lewat IIR) atau negaratidak menerapkan GloBE, negara induk (lewat IIR) atau negara

lain (lewat UTPR) yang akan mengenakan pajak tambahanlain (lewat UTPR) yang akan mengenakan pajak tambahan

((top-up taxtop-up tax) nya. Karena itu, Indonesia menerapkan GloBE,) nya. Karena itu, Indonesia menerapkan GloBE,

salah satunya melalui mekanisme QDMTT agar haksalah satunya melalui mekanisme QDMTT agar hak

pemajakannya tidak pemajakannya tidak diambil negara lain.diambil negara lain.

Tidak. 

Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia

tidak menerapkan GloBE, negara induk (lewat IIR) atau negara

lain (lewat UTPR) yang akan mengenakan pajak tambahan

(top-up tax) nya. Karena itu, Indonesia menerapkan GloBE,

salah satunya melalui mekanisme QDMTT agar hak

pemajakannya tidak diambil negara lain.

Kalau Indonesia tidak menerapkan GloBE,Kalau Indonesia tidak menerapkan GloBE,

apakah perusahaan bebas dari pajakapakah perusahaan bebas dari pajak

tambahan (tambahan (top-up taxtop-up tax)?)?

Kalau Indonesia tidak menerapkan GloBE,

apakah perusahaan bebas dari pajak

tambahan (top-up tax)?

PMK 136/2024; OECD Model Rules
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Ya.Ya.  

Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan IndonesiaJika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia

tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan (top-up tax)tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan (top-up tax)

atas laatas laba di Indonesia akan dipungut negara induk melalui IIR,ba di Indonesia akan dipungut negara induk melalui IIR,

atau negara lain melalui UTPR. Artinya, insentif atau tarifatau negara lain melalui UTPR. Artinya, insentif atau tarif

rendah yang diberikan Indonesia justru menjadi subsidi bagirendah yang diberikan Indonesia justru menjadi subsidi bagi

pengenaan pajak tambahan di negara lain. Dengan QDMTT,pengenaan pajak tambahan di negara lain. Dengan QDMTT,

Indonesia memungut lebih dulu. DMTT Indonesia telah di-Indonesia memungut lebih dulu. DMTT Indonesia telah di-

review review oleh OECD dan mendapat status sebagai Qualified, danoleh OECD dan mendapat status sebagai Qualified, dan

termasuk juga memenuhi syatermasuk juga memenuhi syarat sebagai QDMTT Saferat sebagai QDMTT Safe

Harbour.Harbour.

Ya. 

Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia

tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan (top-up tax)

atas laba di Indonesia akan dipungut negara induk melalui IIR,

atau negara lain melalui UTPR. Artinya, insentif atau tarif

rendah yang diberikan Indonesia justru menjadi subsidi bagi

pengenaan pajak tambahan di negara lain. Dengan QDMTT,

Indonesia memungut lebih dulu. DMTT Indonesia telah di-

review oleh OECD dan mendapat status sebagai Qualified, dan

termasuk juga memenuhi syarat sebagai QDMTT Safe

Harbour.

Kalau Indonesia tidak menerapkan QDMTT, apaKalau Indonesia tidak menerapkan QDMTT, apa

risikonya? Apakah hak pemajakannya diambilrisikonya? Apakah hak pemajakannya diambil

negara lain?negara lain?

Kalau Indonesia tidak menerapkan QDMTT, apa
risikonya? Apakah hak pemajakannya diambil
negara lain?

PMK 136/2024 Pasal 52–53; OECD Central Record
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OECD tidak mewajibkan setiap negara untuk menerapkanOECD tidak mewajibkan setiap negara untuk menerapkan

GloBE. Namun GloBE. Namun bila terdapat negara yang memilih untuk tidakbila terdapat negara yang memilih untuk tidak

menerapkan GloBE, maka harus menerima konsekuensimenerapkan GloBE, maka harus menerima konsekuensi

penerapan GloBE di negara lain. Bagi grup PMN di Indonesiapenerapan GloBE di negara lain. Bagi grup PMN di Indonesia

yang merupakan WP GloBE tapi induknya berada di negarayang merupakan WP GloBE tapi induknya berada di negara

yang belum menerapkan GMT, maka apabila ETR grup PMNyang belum menerapkan GMT, maka apabila ETR grup PMN

tersebut kurang dari 15%, akan dikenakan pajak tambahantersebut kurang dari 15%, akan dikenakan pajak tambahan

((top-up taxtop-up tax) mel) melalui mekanisme QDMTTalui mekanisme QDMTT

OECD tidak mewajibkan setiap negara untuk menerapkan

GloBE. Namun bila terdapat negara yang memilih untuk tidak

menerapkan GloBE, maka harus menerima konsekuensi

penerapan GloBE di negara lain. Bagi grup PMN di Indonesia

yang merupakan WP GloBE tapi induknya berada di negara

yang belum menerapkan GMT, maka apabila ETR grup PMN

tersebut kurang dari 15%, akan dikenakan pajak tambahan

(top-up tax) melalui mekanisme QDMTT

Bagaimana kalau grup berada di Indonesia tapiBagaimana kalau grup berada di Indonesia tapi

induknya di negara yang belum menerapkan GMT?induknya di negara yang belum menerapkan GMT?
Bagaimana kalau grup berada di Indonesia tapi
induknya di negara yang belum menerapkan GMT?

PMK 136/2024
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GloBE dirancang untuk mencegah pemajakan ganda meGloBE dirancang untuk mencegah pemajakan ganda melaluilalui

urutan penerapan aturan: QDMTT- IIR - UTPR.urutan penerapan aturan: QDMTT- IIR - UTPR.  

Namun klaim ganda tetap mungkin terjadi, misalnya karenaNamun klaim ganda tetap mungkin terjadi, misalnya karena

perbedaan interpretasi atau perhitungan antar negara.perbedaan interpretasi atau perhitungan antar negara.  

Untuk sengketa dengan DJP, tersedia jalur keberatan,Untuk sengketa dengan DJP, tersedia jalur keberatan,

banding, dan gugatan sesuai PER-6.banding, dan gugatan sesuai PER-6.  

Untuk sengketa lintas negara, belum ada mekanisme khususUntuk sengketa lintas negara, belum ada mekanisme khusus

diatur dalam PMK 136/2024 maupun PER-6; OECD/G20diatur dalam PMK 136/2024 maupun PER-6; OECD/G20

Inclusive Framework masih mengembangkan kerangkaInclusive Framework masih mengembangkan kerangka

pencegahan dan penyelesaian atas sengketa GloBE pencegahan dan penyelesaian atas sengketa GloBE lintaslintas

negara.negara.

GloBE dirancang untuk mencegah pemajakan ganda melalui

urutan penerapan aturan: QDMTT- IIR - UTPR. 

Namun klaim ganda tetap mungkin terjadi, misalnya karena

perbedaan interpretasi atau perhitungan antar negara. 

Untuk sengketa dengan DJP, tersedia jalur keberatan,

banding, dan gugatan sesuai PER-6. 

Untuk sengketa lintas negara, belum ada mekanisme khusus

diatur dalam PMK 136/2024 maupun PER-6; OECD/G20

Inclusive Framework masih mengembangkan kerangka

pencegahan dan penyelesaian atas sengketa GloBE lintas

negara.

Apakah dapat terjadi dual claim atas top-up taxApakah dapat terjadi dual claim atas top-up tax

dari dua yurisdiksi berbeda? Bagaimanadari dua yurisdiksi berbeda? Bagaimana

penyelesaian terkait sengketa tersebut?penyelesaian terkait sengketa tersebut?

Apakah dapat terjadi dual claim atas top-up tax
dari dua yurisdiksi berbeda? Bagaimana
penyelesaian terkait sengketa tersebut?

PER-6/PJ/2026 Pasal 25–27

24
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Langkah:Langkah:  

11..HHitung ETR per yurisdiksi = Total Pajak Tercakup yangitung ETR per yurisdiksi = Total Pajak Tercakup yang

Disesuaikan per negara ÷ Laba GloBE bersih per negara.Disesuaikan per negara ÷ Laba GloBE bersih per negara.  

22..Persentase Pajak tambahan (Persentase Pajak tambahan (Top-up TaxTop-up Tax) = 15% − ETR per) = 15% − ETR per

yurisdiksiyurisdiksi

33..Laba Ekses = Laba GloBE bersih − Laba Ekses = Laba GloBE bersih − Substance-BasedSubstance-Based

Income Exclusion Income Exclusion (SBIE).(SBIE).  

44..Pajak tambahan (Pajak tambahan (Top-up TaxTop-up Tax) Yurisdiksi = Persentase Pajak) Yurisdiksi = Persentase Pajak

tambahan (tambahan (Top-up TaxTop-up Tax) × Laba Ekses) × Laba Ekses  

Pajak tambahan (Pajak tambahan (top-up taxtop-up tax) QDMTT kemudian dialokasikan) QDMTT kemudian dialokasikan

ke tiap entitas konstituen yang memiliki ETR kurke tiap entitas konstituen yang memiliki ETR kurang dari 15%.ang dari 15%.

Langkah: 

1.Hitung ETR per yurisdiksi = Total Pajak Tercakup yang

Disesuaikan per negara ÷ Laba GloBE bersih per negara. 

2.Persentase Pajak tambahan (Top-up Tax) = 15% − ETR per

yurisdiksi

3.Laba Ekses = Laba GloBE bersih − Substance-Based

Income Exclusion (SBIE). 

4.Pajak tambahan (Top-up Tax) Yurisdiksi = Persentase Pajak

tambahan (Top-up Tax) × Laba Ekses 

Pajak tambahan (top-up tax) QDMTT kemudian dialokasikan

ke tiap entitas konstituen yang memiliki ETR kurang dari 15%.

Bagaimana rumus dasar menghitung Bagaimana rumus dasar menghitung top-uptop-up

tax tax per yurisdiksi?per yurisdiksi?

Bagaimana rumus dasar menghitung top-up

tax per yurisdiksi?

PMK 136/2024
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Laba GloBE dihLaba GloBE dihitung dengan cara berangkat dari laba/rugiitung dengan cara berangkat dari laba/rugi

bersih akuntansi keuangan entitas, bukan dari laba fiskal SPTbersih akuntansi keuangan entitas, bukan dari laba fiskal SPT

PPh Badan.PPh Badan.  

LLaba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas itu akanaba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas itu akan

disesuaikan dengan berbagai penyesuaian GloBEdisesuaikan dengan berbagai penyesuaian GloBE..

Laba GloBE dihitung dengan cara berangkat dari laba/rugi

bersih akuntansi keuangan entitas, bukan dari laba fiskal SPT

PPh Badan. 

Laba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas itu akan

disesuaikan dengan berbagai penyesuaian GloBE.

Apa itu GloBE Apa itu GloBE Income Income dan bedanya dengandan bedanya dengan

laba fiskal biasa? Dan bagaimana perlakuanlaba fiskal biasa? Dan bagaimana perlakuan

pajak tangguhan?pajak tangguhan?

Apa itu GloBE Income dan bedanya dengan

laba fiskal biasa? Dan bagaimana perlakuan

pajak tangguhan?

PMK 136/2024
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Pajak tercakup yang disesuaikan adalah pajak kPajak tercakup yang disesuaikan adalah pajak kini yang diakuiini yang diakui

dalam laporan Laba Rugi, dengan penyesuaian:dalam laporan Laba Rugi, dengan penyesuaian:

Pajak tercakup yang disesuaikan adalah pajak kini yang diakui

dalam laporan Laba Rugi, dengan penyesuaian:

Apa itu Apa itu Adjusted Covered Taxes Adjusted Covered Taxes dandan

bagaimana pajak tangguhan diperlakukan?bagaimana pajak tangguhan diperlakukan?

Apa itu Adjusted Covered Taxes dan

bagaimana pajak tangguhan diperlakukan?

PMK 136/2024 Pasal 30 dan pasal 34

penambahan dan pengurangan pajak tercakuppenambahan dan pengurangan pajak tercakup

jumlah penyesuaian pajak tangguhanjumlah penyesuaian pajak tangguhan

setiap kenaikan/ penurunan pajak tercakup yangsetiap kenaikan/ penurunan pajak tercakup yang

dilaporkan dalam ekuitas atau penghasilandilaporkan dalam ekuitas atau penghasilan

komprehensif lainnya (komprehensif lainnya (Other ComprehensiveOther Comprehensive

Income/OCIIncome/OCI), yang penghasilannya diakui sebagai), yang penghasilannya diakui sebagai

penghasilan GloBEpenghasilan GloBE  

penambahan dan pengurangan pajak tercakup

jumlah penyesuaian pajak tangguhan

setiap kenaikan/ penurunan pajak tercakup yang

dilaporkan dalam ekuitas atau penghasilan

komprehensif lainnya (Other Comprehensive

Income/OCI), yang penghasilannya diakui sebagai

penghasilan GloBE 

Pajak tangguhan ikut dihitung dalam Pajak Tercakup (poin b),Pajak tangguhan ikut dihitung dalam Pajak Tercakup (poin b),

tetapi dihitung ulang (recast) pada tarif 15% jika tarif PPhtetapi dihitung ulang (recast) pada tarif 15% jika tarif PPh

Badan di negara tersebut lebih besar dari 15%Badan di negara tersebut lebih besar dari 15%

Pajak tangguhan ikut dihitung dalam Pajak Tercakup (poin b),

tetapi dihitung ulang (recast) pada tarif 15% jika tarif PPh

Badan di negara tersebut lebih besar dari 15%

a)a)

b)b)

c)c)

a)

b)

c)
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Pajak Pajak atas BUT dialokasikan ke yurisdiksi/negara di mana BUTatas BUT dialokasikan ke yurisdiksi/negara di mana BUT

berada. Tujuannya agar pajak 'mengikuti' lababerada. Tujuannya agar pajak 'mengikuti' laba..

Pajak atas BUT dialokasikan ke yurisdiksi/negara di mana BUT

berada. Tujuannya agar pajak 'mengikuti' laba.

Bagaimana perlakuan PPh 26 ayat (4) BUT dalamBagaimana perlakuan PPh 26 ayat (4) BUT dalam

GloBE?GloBE?
Bagaimana perlakuan PPh 26 ayat (4) BUT dalam
GloBE?

PMK 136/2024
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Tidak. Pajak Tidak. Pajak tambahan (top-up tax) berdasarkan IIR, UTPR, dantambahan (top-up tax) berdasarkan IIR, UTPR, dan

QDMTT tidak diperlakukan sebagai pajak tercakup.QDMTT tidak diperlakukan sebagai pajak tercakup.  

Tidak. Pajak tambahan (top-up tax) berdasarkan IIR, UTPR, dan

QDMTT tidak diperlakukan sebagai pajak tercakup. 

Apakah Apakah top-up taxtop-up tax GloBE termasuk 'pajak GloBE termasuk 'pajak

tercakup' saat menghitung ETR tahuntercakup' saat menghitung ETR tahun

berikutnya?berikutnya?

Apakah top-up tax GloBE termasuk 'pajak

tercakup' saat menghitung ETR tahun

berikutnya?

PMK 136/2024 pasal 32
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Additional Current Additional Current Top-up Tax Top-up Tax (ACUTT) adalah tambahan(ACUTT) adalah tambahan

top-up tax tahun berjalan yang dapat timbul daritop-up tax tahun berjalan yang dapat timbul dari

penghitungan ulang/penyesuaian yang menyebabkanpenghitungan ulang/penyesuaian yang menyebabkan

kekurkekurangan top-up tax tahun sebelumnya.angan top-up tax tahun sebelumnya.  

ACUTT juga dapat timbul langsung dalam kondisi Pasal 31ACUTT juga dapat timbul langsung dalam kondisi Pasal 31

ketika Pajak Tercakup yang Disesuaikan bernilai negatif danketika Pajak Tercakup yang Disesuaikan bernilai negatif dan

lebih rendah daripada lebih rendah daripada expected adjusted covered taxexpected adjusted covered tax

amount amount pada yurisdiksi tanpa Laba GloBE Bersih positif.pada yurisdiksi tanpa Laba GloBE Bersih positif.  

Pasal 39 juga mencakup berbagai Pasal 39 juga mencakup berbagai prior-year adjustmentsprior-year adjustments..

Additional Current Top-up Tax (ACUTT) adalah tambahan

top-up tax tahun berjalan yang dapat timbul dari

penghitungan ulang/penyesuaian yang menyebabkan

kekurangan top-up tax tahun sebelumnya. 

ACUTT juga dapat timbul langsung dalam kondisi Pasal 31

ketika Pajak Tercakup yang Disesuaikan bernilai negatif dan

lebih rendah daripada expected adjusted covered tax

amount pada yurisdiksi tanpa Laba GloBE Bersih positif. 

Pasal 39 juga mencakup berbagai prior-year adjustments.

Apa itu Additional Apa itu Additional Current Top-up Tax Current Top-up Tax (Pajak(Pajak

Tambahan Adisional Kini)?Tambahan Adisional Kini)?

Apa itu Additional Current Top-up Tax (Pajak

Tambahan Adisional Kini)?

PMK 136/2024 Pasal 31, Pasal 36, Pasal 38–39
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SBIE adalah pengecuSBIE adalah pengecualian yang akan mengurangi laba GloBEalian yang akan mengurangi laba GloBE

bersih untuk menghitung Laba Ekses.bersih untuk menghitung Laba Ekses.

SBIE dihitung berdasarkan 2 (dua) jenis komponen yaitu:SBIE dihitung berdasarkan 2 (dua) jenis komponen yaitu:  

11..   payroll carve-out = persentase × biaya gaji karyawan yangpayroll carve-out = persentase × biaya gaji karyawan yang

memenuhi syarat, danmemenuhi syarat, dan  

22..   tangible asset carve-out = persentase × nilai tercatat asettangible asset carve-out = persentase × nilai tercatat aset

berwujud.berwujud.  

Persentase yang digunakan untuk tahun 2025: 9,6% untukPersentase yang digunakan untuk tahun 2025: 9,6% untuk

payroll carve-out payroll carve-out dan 7,6% untuk tangible asset carve-outdan 7,6% untuk tangible asset carve-out

SBIE adalah pengecualian yang akan mengurangi laba GloBE

bersih untuk menghitung Laba Ekses.

SBIE dihitung berdasarkan 2 (dua) jenis komponen yaitu: 

1. payroll carve-out = persentase × biaya gaji karyawan yang

memenuhi syarat, dan 

2. tangible asset carve-out = persentase × nilai tercatat aset

berwujud. 

Persentase yang digunakan untuk tahun 2025: 9,6% untuk

payroll carve-out dan 7,6% untuk tangible asset carve-out

Apa ituApa itu Substance-Based Income Exclusion Substance-Based Income Exclusion

(SBIE) dan berapa tarifnya?(SBIE) dan berapa tarifnya?

Apa itu Substance-Based Income Exclusion

(SBIE) dan berapa tarifnya?

PMK 136/2024 pasal 7 dan 8

30

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL



424242

Ya. SBIE merupakan bagian dari perhitungYa. SBIE merupakan bagian dari perhitungan pajak tambahanan pajak tambahan

sehingga dapat diuji dalam pengawasan dan pemeriksaan. Biayasehingga dapat diuji dalam pengawasan dan pemeriksaan. Biaya

gaji yang memenuhi syarat mencakup kompensasi pegawaigaji yang memenuhi syarat mencakup kompensasi pegawai

(gaji, upah, bonus, tunjangan, dan manfaat langsung seperti(gaji, upah, bonus, tunjangan, dan manfaat langsung seperti

asuransi kesehatan dan pensiun, termasuk kompensasi berbasisasuransi kesehatan dan pensiun, termasuk kompensasi berbasis

saham),saham),  pajak terkait penggajian, dan iuran jaminan sosialpajak terkait penggajian, dan iuran jaminan sosial

pemberi kerja. Yang dikecualikan antara lain biaya gaji yangpemberi kerja. Yang dikecualikan antara lain biaya gaji yang

dikapitalisasi ke aset berwujud yang memenuhi syarat dan biayadikapitalisasi ke aset berwujud yang memenuhi syarat dan biaya

gajigaji  terkait penghasilan pelayaran internasional.terkait penghasilan pelayaran internasional.  

Aset berwujud yang memenuhi syarat mencakup aset tetap diAset berwujud yang memenuhi syarat mencakup aset tetap di

Indonesia, sumber daya alam, aset hak guna (right-of-use) atasIndonesia, sumber daya alam, aset hak guna (right-of-use) atas

aset berwujud bagi penyewa, serta izin pemerintah atasaset berwujud bagi penyewa, serta izin pemerintah atas

penggunaan properti tak bergerak atau sumber daya alam. Yangpenggunaan properti tak bergerak atau sumber daya alam. Yang

dikecualikan antara lain aset (termasuk tanah dan bangunan)dikecualikan antara lain aset (termasuk tanah dan bangunan)

yang dimiliki untuk dijual, disewakan, atau investasi.yang dimiliki untuk dijual, disewakan, atau investasi.

Ya. SBIE merupakan bagian dari perhitungan pajak tambahan

sehingga dapat diuji dalam pengawasan dan pemeriksaan. Biaya

gaji yang memenuhi syarat mencakup kompensasi pegawai

(gaji, upah, bonus, tunjangan, dan manfaat langsung seperti

asuransi kesehatan dan pensiun, termasuk kompensasi berbasis

saham), pajak terkait penggajian, dan iuran jaminan sosial

pemberi kerja. Yang dikecualikan antara lain biaya gaji yang

dikapitalisasi ke aset berwujud yang memenuhi syarat dan biaya

gaji terkait penghasilan pelayaran internasional. 

Aset berwujud yang memenuhi syarat mencakup aset tetap di

Indonesia, sumber daya alam, aset hak guna (right-of-use) atas

aset berwujud bagi penyewa, serta izin pemerintah atas

penggunaan properti tak bergerak atau sumber daya alam. Yang

dikecualikan antara lain aset (termasuk tanah dan bangunan)

yang dimiliki untuk dijual, disewakan, atau investasi.

Apakah DJP dapat mengoreksi kelayakan dalamApakah DJP dapat mengoreksi kelayakan dalam

penghitungan SBIE?penghitungan SBIE?  
Apakah DJP dapat mengoreksi kelayakan dalam
penghitungan SBIE? 

PMK 136/2024 Pasal 7–10; PER-6/PJ/2026 Pasal 23–24; OECD Model Rules Art. 5.3

Terkait aset mana saja yang diakui sebagai eligibleTerkait aset mana saja yang diakui sebagai eligible

tangible assets (misalnya aset sewa guna usaha atau asettangible assets (misalnya aset sewa guna usaha atau aset

yang belum beroperasi penuh) dan komponen apa sajayang belum beroperasi penuh) dan komponen apa saja

yang masuk dalam yang masuk dalam eligible payroll costs eligible payroll costs (misalnya bonus,(misalnya bonus,

opsi saham, atau pesangon)?opsi saham, atau pesangon)?

Terkait aset mana saja yang diakui sebagai eligible

tangible assets (misalnya aset sewa guna usaha atau aset

yang belum beroperasi penuh) dan komponen apa saja

yang masuk dalam eligible payroll costs (misalnya bonus,

opsi saham, atau pesangon)?

31
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Fasilitas PPh:Fasilitas PPh: perhatikan bentuknya. Pembebasan atau perhatikan bentuknya. Pembebasan atau

pengurangan PPh (pengurangan PPh (tax holidaytax holiday) menurunkan Pajak) menurunkan Pajak

TercTercakup secara langsung. Pengurangan penghasilan netoakup secara langsung. Pengurangan penghasilan neto

((investment allowanceinvestment allowance) bersifat permanen sehingga) bersifat permanen sehingga

menurunkan ETR. Penyusutan dipercepat umumnyamenurunkan ETR. Penyusutan dipercepat umumnya

netral karena diimbangi pajak tangguhan.netral karena diimbangi pajak tangguhan.

RRugi fiskalugi fiskal: GloBE memperhitungkan pajak tangguhan: GloBE memperhitungkan pajak tangguhan

(aset pajak tangguhan atas rugi, dihitung pada 15%). Jika(aset pajak tangguhan atas rugi, dihitung pada 15%). Jika

aset pajak tangguhan atas rugi tahun berjalan tidak diakuiaset pajak tangguhan atas rugi tahun berjalan tidak diakui

di laporan keuangan, ada penyesuaian khusus, dan adadi laporan keuangan, ada penyesuaian khusus, dan ada

aturan transisi untuk atribut pajak sebelum GloBE berlaku.aturan transisi untuk atribut pajak sebelum GloBE berlaku.  

PPh FinalPPh Final: penghasilan yang dikenai PPh final tetap masuk: penghasilan yang dikenai PPh final tetap masuk

dalam menghitung Laba GloBE dan PPh final jugadalam menghitung Laba GloBE dan PPh final juga

merupakan Pajak Tercakup, termasuk jika dicatat sebagaimerupakan Pajak Tercakup, termasuk jika dicatat sebagai

beban lainnya pada laba sebelum pajak.beban lainnya pada laba sebelum pajak.

Fasilitas PPh: perhatikan bentuknya. Pembebasan atau

pengurangan PPh (tax holiday) menurunkan Pajak

Tercakup secara langsung. Pengurangan penghasilan neto

(investment allowance) bersifat permanen sehingga

menurunkan ETR. Penyusutan dipercepat umumnya

netral karena diimbangi pajak tangguhan.

Rugi fiskal: GloBE memperhitungkan pajak tangguhan

(aset pajak tangguhan atas rugi, dihitung pada 15%). Jika

aset pajak tangguhan atas rugi tahun berjalan tidak diakui

di laporan keuangan, ada penyesuaian khusus, dan ada

aturan transisi untuk atribut pajak sebelum GloBE berlaku. 

PPh Final: penghasilan yang dikenai PPh final tetap masuk

dalam menghitung Laba GloBE dan PPh final juga

merupakan Pajak Tercakup, termasuk jika dicatat sebagai

beban lainnya pada laba sebelum pajak.

Apa saja yang perlu dilihat untuk perhitunganApa saja yang perlu dilihat untuk perhitungan

GloBE, khususnya untuk yang memiliki Fasilitas PPh,GloBE, khususnya untuk yang memiliki Fasilitas PPh,

rugi fiskal, dan PPh Final?rugi fiskal, dan PPh Final?

Apa saja yang perlu dilihat untuk perhitungan
GloBE, khususnya untuk yang memiliki Fasilitas PPh,
rugi fiskal, dan PPh Final?

PMK 136/2024 Pasal 21, 30, 34; PER-6/PJ/2026 Lampiran G 
(Lampiran III A.2, B.2, B.3)
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Tidak selTidak selalu dan berbeda per kasus. Dampaknya berbedaalu dan berbeda per kasus. Dampaknya berbeda

tergantung jenis insentif, besar laba, dan substansi usahatergantung jenis insentif, besar laba, dan substansi usaha

(karyawan dan aset). Insentif yang membuat pajak efektif(karyawan dan aset). Insentif yang membuat pajak efektif

turun di bawah 15% dapat memicu pengenaan pajakturun di bawah 15% dapat memicu pengenaan pajak

tambahan (tambahan (top-up tax)top-up tax)..  

Tidak selalu dan berbeda per kasus. Dampaknya berbeda

tergantung jenis insentif, besar laba, dan substansi usaha

(karyawan dan aset). Insentif yang membuat pajak efektif

turun di bawah 15% dapat memicu pengenaan pajak

tambahan (top-up tax). 

PMK 136/2024; OECD Model Rules

Apakah Apakah Tax Holiday Tax Holiday dan insentif pajak jadidan insentif pajak jadi

tidak berguna?tidak berguna?

Apakah Tax Holiday dan insentif pajak jadi

tidak berguna?
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Tax holiTax holidayday (pembebasan/pengurangan PPh) mengurangi (pembebasan/pengurangan PPh) mengurangi

pajak tercakup sehingga ETR turun di bawah 15% dan bisapajak tercakup sehingga ETR turun di bawah 15% dan bisa

memicu pengenaan pajak tambahan (memicu pengenaan pajak tambahan (top-up taxtop-up tax).).  

Penyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangiPenyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangi

pajak tangguhan. pajak tangguhan. Investment allowance Investment allowance yang berupayang berupa

pengurangan penghasilan neto bersifat permanen sehinggapengurangan penghasilan neto bersifat permanen sehingga

menurunkan ETRmenurunkan ETR..  

Tax holiday (pembebasan/pengurangan PPh) mengurangi

pajak tercakup sehingga ETR turun di bawah 15% dan bisa

memicu pengenaan pajak tambahan (top-up tax). 

Penyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangi

pajak tangguhan. Investment allowance yang berupa

pengurangan penghasilan neto bersifat permanen sehingga

menurunkan ETR. 

Bagaimana Bagaimana Tax Holiday Tax Holiday dan Tdan Tax Allowanceax Allowance

memengaruhi ETR GloBE?memengaruhi ETR GloBE?

Bagaimana Tax Holiday dan Tax Allowance

memengaruhi ETR GloBE?
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Tax holiTax holiday day (pembebasan/pengurangan PPh) tetap berlaku(pembebasan/pengurangan PPh) tetap berlaku

sesuai ketentuannya, tetapi bagi entitas dalam grup PMNsesuai ketentuannya, tetapi bagi entitas dalam grup PMN

yang masuk cakupan GloBE, manfaatnya dapat 'diambilyang masuk cakupan GloBE, manfaatnya dapat 'diambil

kembali' melalui pajak tambahan.kembali' melalui pajak tambahan.

Desain ulang insentif adalah kewenangan kebijakanDesain ulang insentif adalah kewenangan kebijakan

pemerintah, sampai dengan saat ini belum ada ketentuanpemerintah, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan

yang mengatur hal tersebutyang mengatur hal tersebut..  

Tax holiday (pembebasan/pengurangan PPh) tetap berlaku

sesuai ketentuannya, tetapi bagi entitas dalam grup PMN

yang masuk cakupan GloBE, manfaatnya dapat 'diambil

kembali' melalui pajak tambahan.

Desain ulang insentif adalah kewenangan kebijakan

pemerintah, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan

yang mengatur hal tersebut. 

Apakah Apakah Tax Holiday Tax Holiday masih aman? Kenapamasih aman? Kenapa

Tax Holiday paling berdampak GMT? ApakahTax Holiday paling berdampak GMT? Apakah

pemerintah akan desain ulang skemapemerintah akan desain ulang skema

insentif?insentif?

Apakah Tax Holiday masih aman? Kenapa

Tax Holiday paling berdampak GMT? Apakah

pemerintah akan desain ulang skema

insentif?

PMK 136/2024 Pasal 20 dan Pasal 30

34
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Grup Grup dapat memilih pengecualian de-minimis sehingga pajakdapat memilih pengecualian de-minimis sehingga pajak

tambahan (tambahan (top-up taxtop-up tax) di Indonesia ditetapkan menjadi nol (0)) di Indonesia ditetapkan menjadi nol (0)

apabila rata-rata pendapatan GloBE di Indonesia kurang dariapabila rata-rata pendapatan GloBE di Indonesia kurang dari

EUR 10 juta dan rata-rata laba/rugi GloBE kurang dari EUR 1EUR 10 juta dan rata-rata laba/rugi GloBE kurang dari EUR 1

jutajuta

Grup dapat memilih pengecualian de-minimis sehingga pajak

tambahan (top-up tax) di Indonesia ditetapkan menjadi nol (0)

apabila rata-rata pendapatan GloBE di Indonesia kurang dari

EUR 10 juta dan rata-rata laba/rugi GloBE kurang dari EUR 1

juta

Apa itu Apa itu De Minimis Exclusion De Minimis Exclusion (pengecualian(pengecualian

De MinimisDe Minimis)?)?

Apa itu De Minimis Exclusion (pengecualian

De Minimis)?

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 11
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SelSelama 5 tahun pertama, pajak tambahan (ama 5 tahun pertama, pajak tambahan (top-up taxtop-up tax) UTPR) UTPR

atas yurisdiksi entitas induk utama ditetapkan menjadi nol bilaatas yurisdiksi entitas induk utama ditetapkan menjadi nol bila

grup beroperasi di paling banyak 6 yurisdiksi dan nilai asetgrup beroperasi di paling banyak 6 yurisdiksi dan nilai aset

berwujud di luar yurisdiksi induk tidak lebih dari EUR 50 jutaberwujud di luar yurisdiksi induk tidak lebih dari EUR 50 juta

Selama 5 tahun pertama, pajak tambahan (top-up tax) UTPR

atas yurisdiksi entitas induk utama ditetapkan menjadi nol bila

grup beroperasi di paling banyak 6 yurisdiksi dan nilai aset

berwujud di luar yurisdiksi induk tidak lebih dari EUR 50 juta

Apa itu pengecualian fase awal aktivitasApa itu pengecualian fase awal aktivitas

internasional (internasional (initial phase exclusioninitial phase exclusion)?)?

Apa itu pengecualian fase awal aktivitas

internasional (initial phase exclusion)?

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 68
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494949 Apa itu Apa itu Transitional CbCR Safe HarbourTransitional CbCR Safe Harbour??Apa itu Transitional CbCR Safe Harbour?

KetentuKetentuan safe harbour berdasarkan CbCR pada periodean safe harbour berdasarkan CbCR pada periode

tertentu. Ketentuan tersebut akan menetapkan pajaktertentu. Ketentuan tersebut akan menetapkan pajak

tambahan (tambahan (top-up taxtop-up tax) suatu yurisdiksi menjadi nol (0) jika) suatu yurisdiksi menjadi nol (0) jika

lolos salah satu pengujian, yaitu:lolos salah satu pengujian, yaitu:  

11..   pengujian pengujian de minimisde minimis: pendapatan di Indonesia kurang: pendapatan di Indonesia kurang

dari EUR 10 juta dan laba sebelum pajak di Indonesiadari EUR 10 juta dan laba sebelum pajak di Indonesia

kurang EUR 1 juta berdasarkan CbCR,kurang EUR 1 juta berdasarkan CbCR,  

22..   pengujian tarif pajak efektif yang disederhanakanpengujian tarif pajak efektif yang disederhanakan

((simplified simplified ETR): tarif 16% untuk 2025, 17% untuk 2026, atauETR): tarif 16% untuk 2025, 17% untuk 2026, atau

33..   pengujian laba rutin: laba sebelum pajak di Indonesiapengujian laba rutin: laba sebelum pajak di Indonesia

kurang dari atau sama dengan SBIE.kurang dari atau sama dengan SBIE.

Ketentuan safe harbour berdasarkan CbCR pada periode

tertentu. Ketentuan tersebut akan menetapkan pajak

tambahan (top-up tax) suatu yurisdiksi menjadi nol (0) jika

lolos salah satu pengujian, yaitu: 

1. pengujian de minimis: pendapatan di Indonesia kurang

dari EUR 10 juta dan laba sebelum pajak di Indonesia

kurang EUR 1 juta berdasarkan CbCR, 

2. pengujian tarif pajak efektif yang disederhanakan

(simplified ETR): tarif 16% untuk 2025, 17% untuk 2026, atau

3. pengujian laba rutin: laba sebelum pajak di Indonesia

kurang dari atau sama dengan SBIE.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 56
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505050 Apa itu QDMTT Apa itu QDMTT Safe HarbourSafe Harbour??Apa itu QDMTT Safe Harbour?

JikJika suatu yurisdiksi menerapkan QDMTT yang memenuhia suatu yurisdiksi menerapkan QDMTT yang memenuhi

standar tambahan standar tambahan (accounting standard, consistency,(accounting standard, consistency,

administration), administration), maka pajak tambahan (top-up tax) IIR/UTPRmaka pajak tambahan (top-up tax) IIR/UTPR

untuk yurisdiksi itu dianggap nol, sehingga grup cukupuntuk yurisdiksi itu dianggap nol, sehingga grup cukup

menghitung QDMTT.menghitung QDMTT.  

OECD mengakui DMTT Indonesia sebagai OECD mengakui DMTT Indonesia sebagai Qualified Qualified DMTTDMTT

(QDMTT) sekaligus QDMTT (QDMTT) sekaligus QDMTT safe harbour.safe harbour.

Jika suatu yurisdiksi menerapkan QDMTT yang memenuhi

standar tambahan (accounting standard, consistency,

administration), maka pajak tambahan (top-up tax) IIR/UTPR

untuk yurisdiksi itu dianggap nol, sehingga grup cukup

menghitung QDMTT. 

OECD mengakui DMTT Indonesia sebagai Qualified DMTT

(QDMTT) sekaligus QDMTT safe harbour.

OECD Administrative Guidance ; OECD Central Record
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Bagaimana mekanisme pengajuan SafeBagaimana mekanisme pengajuan Safe

Harbour?Harbour?  

Bagaimana mekanisme pengajuan Safe

Harbour? 

TidTidak ada formulir permohonan atau persetujuan terpisahak ada formulir permohonan atau persetujuan terpisah

untuk safe harbour. Safe harbour dihitung secara langsunguntuk safe harbour. Safe harbour dihitung secara langsung

melalui GIR atau SPT Tahunan PPh dalam rangkamelalui GIR atau SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE.melaksanakan GloBE.  

Safe harbour Safe harbour adalah pemilihan oleh grup yang dilaporkanadalah pemilihan oleh grup yang dilaporkan

dalam GIR (bagian dalam GIR (bagian safe harbour safe harbour per negara), sehingga batasper negara), sehingga batas

waktunya mengikuti batas waktu GIR. DJP berwenangwaktunya mengikuti batas waktu GIR. DJP berwenang

menguji kelayakan safe harbour dan dapat meminta klarifikasimenguji kelayakan safe harbour dan dapat meminta klarifikasi

dalam jangka waktu 36 bulan setelah GIR disampaikan.dalam jangka waktu 36 bulan setelah GIR disampaikan.

Tidak ada formulir permohonan atau persetujuan terpisah

untuk safe harbour. Safe harbour dihitung secara langsung

melalui GIR atau SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE. 

Safe harbour adalah pemilihan oleh grup yang dilaporkan

dalam GIR (bagian safe harbour per negara), sehingga batas

waktunya mengikuti batas waktu GIR. DJP berwenang

menguji kelayakan safe harbour dan dapat meminta klarifikasi

dalam jangka waktu 36 bulan setelah GIR disampaikan.

PMK 136/2024 Pasal 54–64; PER-6/PJ/2026 Pasal 12, 13; Lampiran G (Bagian I.1)
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Apakah UPE yang memilih yurisdiksi Apakah UPE yang memilih yurisdiksi safesafe

harbour harbour tetap memiliki kewajiban pelaporantetap memiliki kewajiban pelaporan

GIR?GIR?

Apakah UPE yang memilih yurisdiksi safe

harbour tetap memiliki kewajiban pelaporan

GIR?

YYa.a.  

Safe harbour Safe harbour hanya menyederhanakan perhitungan pajakhanya menyederhanakan perhitungan pajak

tambahan (tambahan (top-up taxtop-up tax) namun tidak menghapus kewajiban) namun tidak menghapus kewajiban

pelaporan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalampelaporan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalam

rangka melaksanakan GloBE tetap berlakurangka melaksanakan GloBE tetap berlaku

Ya. 

Safe harbour hanya menyederhanakan perhitungan pajak

tambahan (top-up tax) namun tidak menghapus kewajiban

pelaporan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalam

rangka melaksanakan GloBE tetap berlaku

PER-6/PJ/2026 Pasal 7, 12, 14; PMK 136/2024 Pasal 54–64

535353
Apakah kalau sudah memenuhi ketentuanApakah kalau sudah memenuhi ketentuan

Transitional CbCR Transitional CbCR Safe Harbour Safe Harbour (TCSH) tetap(TCSH) tetap

harus lapor/memasukkan laporan QDMTTharus lapor/memasukkan laporan QDMTT

dan lainnya?dan lainnya?

Apakah kalau sudah memenuhi ketentuan

Transitional CbCR Safe Harbour (TCSH) tetap

harus lapor/memasukkan laporan QDMTT

dan lainnya?

YYa.a.  

Safe harbour tidak menghapus kewajiban administrasi. SPTSafe harbour tidak menghapus kewajiban administrasi. SPT

Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajibTahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajib

dilaporkan oleh semua WP GloBE di Indonesia.dilaporkan oleh semua WP GloBE di Indonesia.

Ya. 

Safe harbour tidak menghapus kewajiban administrasi. SPT

Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajib

dilaporkan oleh semua WP GloBE di Indonesia.

PER-6/PJ/2026 Pasal 7 ayat (6), Pasal 12
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Bagaimana perlakuan Joint Venture (JV)Bagaimana perlakuan Joint Venture (JV)

dalam GloBE?dalam GloBE?

Bagaimana perlakuan Joint Venture (JV)

dalam GloBE?

JVJV dalam GloBE adalah entitas yang dimiliki minimal 50% oleh dalam GloBE adalah entitas yang dimiliki minimal 50% oleh

Entitas Induk Utama (UPE) baik secara langsung maupunEntitas Induk Utama (UPE) baik secara langsung maupun

tidak langsung, dan dicatat dengan metode ekuitas.tidak langsung, dan dicatat dengan metode ekuitas.  

ETR dan pajak tambahan (ETR dan pajak tambahan (top-up taxtop-up tax) JV beserta anak usaha) JV beserta anak usaha

JV dihitung sendiri, tidak digabung dengan entitas konstituenJV dihitung sendiri, tidak digabung dengan entitas konstituen

lain di yurisdiksi yang sama.lain di yurisdiksi yang sama.

JV dalam GloBE adalah entitas yang dimiliki minimal 50% oleh

Entitas Induk Utama (UPE) baik secara langsung maupun

tidak langsung, dan dicatat dengan metode ekuitas. 

ETR dan pajak tambahan (top-up tax) JV beserta anak usaha

JV dihitung sendiri, tidak digabung dengan entitas konstituen

lain di yurisdiksi yang sama.

PMK 136 Pasal 43
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Bagaimana menentukan suatu JV masukBagaimana menentukan suatu JV masuk

cakupan GloBE atau tidak?cakupan GloBE atau tidak?

Bagaimana menentukan suatu JV masuk

cakupan GloBE atau tidak?

Langkah pengujiannya:Langkah pengujiannya:  

(1)(1)    Apakah grup investor masuk cakupan GloBE?;Apakah grup investor masuk cakupan GloBE?;  

(2) Apakah JV dicatat dengan metode ekuitas?;(2) Apakah JV dicatat dengan metode ekuitas?;  

(3) Apakah kepemilikan UPE minimal 50%.(3) Apakah kepemilikan UPE minimal 50%.  

Jika ketiganya terpenuhi, JV dan anak usahanya di IndonesiaJika ketiganya terpenuhi, JV dan anak usahanya di Indonesia

menjadi WP GloBE sebagai anggota grup usaha patungan.menjadi WP GloBE sebagai anggota grup usaha patungan.  

Jika entitas itu dikonsolidasi Jika entitas itu dikonsolidasi line-by-lineline-by-line, maka entitas itu, maka entitas itu

adalah Entitas Konstituen biasa, bukan JV.adalah Entitas Konstituen biasa, bukan JV.  

Pengecualian dari definisi JV antara lain UPE dari Grup PMNPengecualian dari definisi JV antara lain UPE dari Grup PMN

lain dan entitas yang dikecualikan.lain dan entitas yang dikecualikan.

Langkah pengujiannya: 

(1)  Apakah grup investor masuk cakupan GloBE?; 

(2) Apakah JV dicatat dengan metode ekuitas?; 

(3) Apakah kepemilikan UPE minimal 50%. 

Jika ketiganya terpenuhi, JV dan anak usahanya di Indonesia

menjadi WP GloBE sebagai anggota grup usaha patungan. 

Jika entitas itu dikonsolidasi line-by-line, maka entitas itu

adalah Entitas Konstituen biasa, bukan JV. 

Pengecualian dari definisi JV antara lain UPE dari Grup PMN

lain dan entitas yang dikecualikan.

PMK 136 Pasal 43
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Bagaimana penghitungan ETR atas JV?Bagaimana penghitungan ETR atas JV?

Apakah gabung dengan anggota grupApakah gabung dengan anggota grup

lainnya?lainnya?

Bagaimana penghitungan ETR atas JV?

Apakah gabung dengan anggota grup

lainnya?

Tidak digabung.Tidak digabung.  

JV bJV beserta anak usahanya dihitung seolah-olah merupakaneserta anak usahanya dihitung seolah-olah merupakan

grup terpisah.grup terpisah.  

ETR dan pajak tambahan (ETR dan pajak tambahan (top-up taxtop-up tax) dihitung per negara) dihitung per negara

hanya di antara anggota grup usaha patungan, tidakhanya di antara anggota grup usaha patungan, tidak

digabung dengan Entitas Konstituen lain milik grup investor didigabung dengan Entitas Konstituen lain milik grup investor di

negara yang sama.negara yang sama.  

Untuk penerapan QDMTT di Indonesia, JV di IndonesiaUntuk penerapan QDMTT di Indonesia, JV di Indonesia

menjadi WP GloBE dan dihitung tersendiri.menjadi WP GloBE dan dihitung tersendiri.

Tidak digabung. 

JV beserta anak usahanya dihitung seolah-olah merupakan

grup terpisah. 

ETR dan pajak tambahan (top-up tax) dihitung per negara

hanya di antara anggota grup usaha patungan, tidak

digabung dengan Entitas Konstituen lain milik grup investor di

negara yang sama. 

Untuk penerapan QDMTT di Indonesia, JV di Indonesia

menjadi WP GloBE dan dihitung tersendiri.

PMK 136 Pasal 43
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575757

Apabila perusahaan JV yang shareholder-nyaApabila perusahaan JV yang shareholder-nya

tidak ada pemilikan saham mayoritas (porsitidak ada pemilikan saham mayoritas (porsi

saham 40%, 40%, 20%) dan entity companysaham 40%, 40%, 20%) dan entity company

tidak dimasukkan ke dalam laporantidak dimasukkan ke dalam laporan

keuangan konsolidasi induk (hanyakeuangan konsolidasi induk (hanya

dilaporkan menggunakan metode ekuitas),dilaporkan menggunakan metode ekuitas),

apakah masuk dalam cakupan GloBE?apakah masuk dalam cakupan GloBE?

Apabila perusahaan JV yang shareholder-nya

tidak ada pemilikan saham mayoritas (porsi

saham 40%, 40%, 20%) dan entity company

tidak dimasukkan ke dalam laporan

keuangan konsolidasi induk (hanya

dilaporkan menggunakan metode ekuitas),

apakah masuk dalam cakupan GloBE?

Bagi mBagi masing-masing grup investor, pada umumnya tidak.asing-masing grup investor, pada umumnya tidak.

Entitas tersebut bukan Entitas Konstituen karena tidakEntitas tersebut bukan Entitas Konstituen karena tidak

dikonsolidasi, dan bukan JV menurut GloBE karena tidak adadikonsolidasi, dan bukan JV menurut GloBE karena tidak ada

induk utama grup yang memiliki minimal 50%.induk utama grup yang memiliki minimal 50%.

Bagi masing-masing grup investor, pada umumnya tidak.

Entitas tersebut bukan Entitas Konstituen karena tidak

dikonsolidasi, dan bukan JV menurut GloBE karena tidak ada

induk utama grup yang memiliki minimal 50%.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 43 dan Pasal 1
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Untuk JV yang masuk cakupan GloBE,Untuk JV yang masuk cakupan GloBE,

bagaimana cara mengisi UPE di menubagaimana cara mengisi UPE di menu

'Penambahan Status'?'Penambahan Status'?

Untuk JV yang masuk cakupan GloBE,

bagaimana cara mengisi UPE di menu

'Penambahan Status'?

44

Bagian B formulir (IdentitBagian B formulir (Identitas Entitas Induk Utama) diisi denganas Entitas Induk Utama) diisi dengan

identitas UPE (bukan pemegang saham langsung JV, kecualiidentitas UPE (bukan pemegang saham langsung JV, kecuali

pemegang saham itu sendiri adalah UPE) dari Grup PMNpemegang saham itu sendiri adalah UPE) dari Grup PMN

investor yang mencatat JV dengan metode ekuitas dan UPEinvestor yang mencatat JV dengan metode ekuitas dan UPE

tersebut memiliki secara langsung atau tidak langsungtersebut memiliki secara langsung atau tidak langsung

minimal 50%.minimal 50%.  

Bagian C diisi dengan nama grup investor tersebut. Jika JVBagian C diisi dengan nama grup investor tersebut. Jika JV

menjadi JV bagi lebih dari satu Grup PMN (misalnya 50:50menjadi JV bagi lebih dari satu Grup PMN (misalnya 50:50

dengan dua grup yang sama-sama masuk cakupan), makadengan dua grup yang sama-sama masuk cakupan), maka

untuk penambahan status JV dapat memilih salah satu UPEuntuk penambahan status JV dapat memilih salah satu UPE

untuk diinput di Coretax.untuk diinput di Coretax.

Bagian B formulir (Identitas Entitas Induk Utama) diisi dengan

identitas UPE (bukan pemegang saham langsung JV, kecuali

pemegang saham itu sendiri adalah UPE) dari Grup PMN

investor yang mencatat JV dengan metode ekuitas dan UPE

tersebut memiliki secara langsung atau tidak langsung

minimal 50%. 

Bagian C diisi dengan nama grup investor tersebut. Jika JV

menjadi JV bagi lebih dari satu Grup PMN (misalnya 50:50

dengan dua grup yang sama-sama masuk cakupan), maka

untuk penambahan status JV dapat memilih salah satu UPE

untuk diinput di Coretax.

PER-6/PJ/2026 Lampiran A Bagian B–C; Pasal 14 ayat (3)
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Bagaimana penghitungan ETR atas EntitasBagaimana penghitungan ETR atas Entitas

yang dimiliki secara minoritas (yang dimiliki secara minoritas (MinorityMinority

Owned Constituent Entity Owned Constituent Entity - MOCE )? Apakah- MOCE )? Apakah

gabung dengan anggota grup lainnya?gabung dengan anggota grup lainnya?

Bagaimana penghitungan ETR atas Entitas

yang dimiliki secara minoritas (Minority

Owned Constituent Entity - MOCE )? Apakah

gabung dengan anggota grup lainnya?

Tidak digabung.Tidak digabung.  

MOCE di suatu negara dihitung terpisah dMOCE di suatu negara dihitung terpisah dari Entitasari Entitas

Konstituen lain. MOCE-MOCE yang berada dalam satu subKonstituen lain. MOCE-MOCE yang berada dalam satu sub

grup kepemilikan minoritas di negara yang sama dihitunggrup kepemilikan minoritas di negara yang sama dihitung

bersama sebagai 'bersama sebagai 'Subgrup Subgrup yang dimiliki secara minoritas'.yang dimiliki secara minoritas'.

MOCE yang berdiri sendiri dihitung sendiri sebagaiMOCE yang berdiri sendiri dihitung sendiri sebagai

'Standalone 'Standalone MOCE'. MOCE yang merupakan entitas investasiMOCE'. MOCE yang merupakan entitas investasi

mengikuti ketentuan entitas investasi.mengikuti ketentuan entitas investasi.

Tidak digabung. 

MOCE di suatu negara dihitung terpisah dari Entitas

Konstituen lain. MOCE-MOCE yang berada dalam satu sub

grup kepemilikan minoritas di negara yang sama dihitung

bersama sebagai 'Subgrup yang dimiliki secara minoritas'.

MOCE yang berdiri sendiri dihitung sendiri sebagai

'Standalone MOCE'. MOCE yang merupakan entitas investasi

mengikuti ketentuan entitas investasi.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 12-13

45
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Apa saja pemilihan (Apa saja pemilihan (electionselections) yang tersedia) yang tersedia

dan berapa lama mengikat?dan berapa lama mengikat?

Apa saja pemilihan (elections) yang tersedia

dan berapa lama mengikat?

Ada pemilihan tahunan (Ada pemilihan tahunan (annual electionannual election), misalnya ), misalnya de minimisde minimis

exclusionexclusion, dan pemilihan 5 tahun (, dan pemilihan 5 tahun (five-year electionfive-year election), misalnya), misalnya

memilih entitas yang dikecumemilih entitas yang dikecualikan sebagai entitas yang tidakalikan sebagai entitas yang tidak

dikecualikan.dikecualikan.

Pemilihan 5 tahun tidak bisa dicabut selama 5 tahun sejakPemilihan 5 tahun tidak bisa dicabut selama 5 tahun sejak

dipilih, dan jika dicabut tidak bisa dipilih lagi selama 5 tahundipilih, dan jika dicabut tidak bisa dipilih lagi selama 5 tahun

berikutnya.berikutnya.

Ada pemilihan tahunan (annual election), misalnya de minimis

exclusion, dan pemilihan 5 tahun (five-year election), misalnya

memilih entitas yang dikecualikan sebagai entitas yang tidak

dikecualikan.

Pemilihan 5 tahun tidak bisa dicabut selama 5 tahun sejak

dipilih, dan jika dicabut tidak bisa dipilih lagi selama 5 tahun

berikutnya.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 10 dan pasal 3 
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Bagaimana perlakuan entitas investasiBagaimana perlakuan entitas investasi

dalam GloBE?dalam GloBE?

Bagaimana perlakuan entitas investasi

dalam GloBE?

Entitas investasi dihitung ETR-nya terpisah dEntitas investasi dihitung ETR-nya terpisah dari entitasari entitas

konstituen lain di yurisdiksi yang samakonstituen lain di yurisdiksi yang sama

Entitas investasi dihitung ETR-nya terpisah dari entitas

konstituen lain di yurisdiksi yang sama

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 10 dan pasal 3 
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626262
Apa dampak dan manfaat dari GMT dalamApa dampak dan manfaat dari GMT dalam

ketentuan perpajakan dan laporanketentuan perpajakan dan laporan

keuangan?keuangan?

Apa dampak dan manfaat dari GMT dalam

ketentuan perpajakan dan laporan

keuangan?

Dalam ketentuan perpajakan: ada kewajiban registrasiDalam ketentuan perpajakan: ada kewajiban registrasi

(penambahan status), pembayaran pajak tambahan,(penambahan status), pembayaran pajak tambahan,

pelaporan SPT, serta pelaporan GIR atau Notifikasi. Pajakpelaporan SPT, serta pelaporan GIR atau Notifikasi. Pajak

tambahan GloBE merupakan PPh, sehingga pada prinsipnyatambahan GloBE merupakan PPh, sehingga pada prinsipnya

tidak dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan.tidak dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan.  

Laporan keuangan: amandemen IAS 12 tentang Pilar DuaLaporan keuangan: amandemen IAS 12 tentang Pilar Dua

(diadopsi di Indonesia melalui amandemen PSAK 212 terkait(diadopsi di Indonesia melalui amandemen PSAK 212 terkait

Pajak Penghasilan) memberi pengecuPajak Penghasilan) memberi pengecualian wajib sementaraalian wajib sementara

dari pengakuan pajak tangguhan terkait Pilar Dua, dandari pengakuan pajak tangguhan terkait Pilar Dua, dan

mewajibkan pengungkapan beban pajak kini terkait Pilar Duamewajibkan pengungkapan beban pajak kini terkait Pilar Dua

serta informasi eksposur grup. Manfaatnya adalah hakserta informasi eksposur grup. Manfaatnya adalah hak

pemajakan Indonesia terlindungi lewat QDMTT (pajakpemajakan Indonesia terlindungi lewat QDMTT (pajak

tambahan tidak diambil negara lain), persaingan tarif yangtambahan tidak diambil negara lain), persaingan tarif yang

tidak sehat berkurang, dan transparansi meningkat melaluitidak sehat berkurang, dan transparansi meningkat melalui

pertukaran GIR.pertukaran GIR.

Dalam ketentuan perpajakan: ada kewajiban registrasi

(penambahan status), pembayaran pajak tambahan,

pelaporan SPT, serta pelaporan GIR atau Notifikasi. Pajak

tambahan GloBE merupakan PPh, sehingga pada prinsipnya

tidak dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan. 

Laporan keuangan: amandemen IAS 12 tentang Pilar Dua

(diadopsi di Indonesia melalui amandemen PSAK 212 terkait

Pajak Penghasilan) memberi pengecualian wajib sementara

dari pengakuan pajak tangguhan terkait Pilar Dua, dan

mewajibkan pengungkapan beban pajak kini terkait Pilar Dua

serta informasi eksposur grup. Manfaatnya adalah hak

pemajakan Indonesia terlindungi lewat QDMTT (pajak

tambahan tidak diambil negara lain), persaingan tarif yang

tidak sehat berkurang, dan transparansi meningkat melalui

pertukaran GIR.

PMK 136/2024; UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h; IAS 12 (amandemen Mei 2023) /
PSAK 212 terkait Pajak Penghasilan
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636363
Bagaimana GMT memengaruhi transferBagaimana GMT memengaruhi transfer

pricing?pricing?

Bagaimana GMT memengaruhi transfer

pricing?

GMT mengurangi dorongan menggeser laba ke negaraGMT mengurangi dorongan menggeser laba ke negara

bertarif rendah, karena laba yang dikenai pajak efektif dibertarif rendah, karena laba yang dikenai pajak efektif di

bawah 15% akan dikenai pajak tambahan (DMTT/IIR/UTPR).bawah 15% akan dikenai pajak tambahan (DMTT/IIR/UTPR).  

Namun transfer pricing tetap penting dalam GloBE:Namun transfer pricing tetap penting dalam GloBE:

GMT mengurangi dorongan menggeser laba ke negara

bertarif rendah, karena laba yang dikenai pajak efektif di

bawah 15% akan dikenai pajak tambahan (DMTT/IIR/UTPR). 

Namun transfer pricing tetap penting dalam GloBE:

PMK 136/2024 Pasal 21 ayat (6), (7), (9); PER-6/PJ/2026 Pasal 21, Pasal 23 ayat (6)
huruf g

Laba GloBE berangkat dari laba akuntansi, dan transaksiLaba GloBE berangkat dari laba akuntansi, dan transaksi

antar entitas konstituen lintas negara harus sesuai prinsipantar entitas konstituen lintas negara harus sesuai prinsip

kewajaran; jika tidak, harus disesukewajaran; jika tidak, harus disesuaikan.aikan.  

Koreksi TP di kemudian hari dapat mengubah PajakKoreksi TP di kemudian hari dapat mengubah Pajak

Tercakup dan memicu penyesuaian setelah pelaporan.Tercakup dan memicu penyesuaian setelah pelaporan.  

Dalam pengawasan GloBE, DJP dapat meminta dokumenDalam pengawasan GloBE, DJP dapat meminta dokumen

penentuan harga transfer.penentuan harga transfer.

Laba GloBE berangkat dari laba akuntansi, dan transaksi

antar entitas konstituen lintas negara harus sesuai prinsip

kewajaran; jika tidak, harus disesuaikan. 

Koreksi TP di kemudian hari dapat mengubah Pajak

Tercakup dan memicu penyesuaian setelah pelaporan. 

Dalam pengawasan GloBE, DJP dapat meminta dokumen

penentuan harga transfer.

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(1)

(2)

(3)
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646464 Apa saja kewajiban administrasi WP GloBE?Apa saja kewajiban administrasi WP GloBE?Apa saja kewajiban administrasi WP GloBE?

11..mengajukan penambahan status sebagai Wajibmengajukan penambahan status sebagai Wajib

Pajak GloBE,Pajak GloBE,  

22..membayar pajak tambahan jika ada,membayar pajak tambahan jika ada,  

33..menyampaikan GloBE Information Return (GIR)menyampaikan GloBE Information Return (GIR)

atau Notifikasi, danatau Notifikasi, dan

44..menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangkamenyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE.melaksanakan GloBE.

1.mengajukan penambahan status sebagai Wajib

Pajak GloBE, 

2.membayar pajak tambahan jika ada, 

3.menyampaikan GloBE Information Return (GIR)

atau Notifikasi, dan

4.menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE.

PER-6/PJ/2026

Secara garis besar:Secara garis besar:  Secara garis besar: 

FAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBALFAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL



50

Bagaimana kewajiban pelaporan di Indonesia?Bagaimana kewajiban pelaporan di Indonesia?Bagaimana kewajiban pelaporan di Indonesia?

11..   permohonan penambahan status WP GloBE paling lambat 9permohonan penambahan status WP GloBE paling lambat 9

bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30

September 2026;September 2026;  

22..   pembayaran pajak tambahan paling lambat akhir Tahun Pajakpembayaran pajak tambahan paling lambat akhir Tahun Pajak

GloBE, yaitu 31 Desember 2026;GloBE, yaitu 31 Desember 2026;  

33..   pelaporan GIR atau Notifikasi paling lambat 18 bulan setelahpelaporan GIR atau Notifikasi paling lambat 18 bulan setelah

akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 Juni 2027. Untukakhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 Juni 2027. Untuk

tahun berikutnya menjadi 15 bulan.tahun berikutnya menjadi 15 bulan.  

44..   pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE paling lambatpelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE paling lambat

4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 30 April 2027, dan4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 30 April 2027, dan

dapat diajukan perpanjang paling lama 2 bulan (untuk tahundapat diajukan perpanjang paling lama 2 bulan (untuk tahun

pertama saja) sampai 30 Juni 2027. SPT wajib dilampiri tandapertama saja) sampai 30 Juni 2027. SPT wajib dilampiri tanda

terima GIR/Notifikasi, dan SPT tidak dapat disampaikan sebelumterima GIR/Notifikasi, dan SPT tidak dapat disampaikan sebelum

pajak tambahan dilunasi. Semua disampaikan secara elektronikpajak tambahan dilunasi. Semua disampaikan secara elektronik

melalui Portal Wajib Pajak (Coretax).melalui Portal Wajib Pajak (Coretax).

1. permohonan penambahan status WP GloBE paling lambat 9

bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30

September 2026; 

2. pembayaran pajak tambahan paling lambat akhir Tahun Pajak

GloBE, yaitu 31 Desember 2026; 

3. pelaporan GIR atau Notifikasi paling lambat 18 bulan setelah

akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 Juni 2027. Untuk

tahun berikutnya menjadi 15 bulan. 

4. pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE paling lambat

4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 30 April 2027, dan

dapat diajukan perpanjang paling lama 2 bulan (untuk tahun

pertama saja) sampai 30 Juni 2027. SPT wajib dilampiri tanda

terima GIR/Notifikasi, dan SPT tidak dapat disampaikan sebelum

pajak tambahan dilunasi. Semua disampaikan secara elektronik

melalui Portal Wajib Pajak (Coretax).

PER-6/PJ/2026 Pasal 4, 11, 13, 15, 17, 20; Lampiran G

Untuk grup dengan tahun pengenaan sama dengan tahunUntuk grup dengan tahun pengenaan sama dengan tahun

kalender (Jan-Des 2025), dan merupakan tahun pengenaan yangkalender (Jan-Des 2025), dan merupakan tahun pengenaan yang

pertama di 2025 ini:pertama di 2025 ini:  

Untuk grup dengan tahun pengenaan sama dengan tahun

kalender (Jan-Des 2025), dan merupakan tahun pengenaan yang

pertama di 2025 ini: 

656565
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Siapa sebaiknya menjadi koordinatorSiapa sebaiknya menjadi koordinator

implementasi GMT untuk grup PMN diimplementasi GMT untuk grup PMN di

Indonesia? Masing-masing entitasIndonesia? Masing-masing entitas

melakukan sendiri atau melalui kantor pusatmelakukan sendiri atau melalui kantor pusat

perwakilan yang ada di Indonesia?perwakilan yang ada di Indonesia?

Siapa sebaiknya menjadi koordinator

implementasi GMT untuk grup PMN di

Indonesia? Masing-masing entitas

melakukan sendiri atau melalui kantor pusat

perwakilan yang ada di Indonesia?

PMK 136 Tahun 2024 dan Per 6 tahun 2024

DJP tidak mewajibkan koordinator tertentu, namun ada 3 halDJP tidak mewajibkan koordinator tertentu, namun ada 3 hal

yang perlu diperhatikan.yang perlu diperhatikan.  

11..   Setiap entitas grup di Indonesia adalah Wajib Pajak GloBESetiap entitas grup di Indonesia adalah Wajib Pajak GloBE

tersendiri dengan kewajiban masing-masingtersendiri dengan kewajiban masing-masing

22..   ETR dihitung per negara, jadi data seluruh entitas grup diETR dihitung per negara, jadi data seluruh entitas grup di

Indonesia harus dikumpulkan dan dihitung bersama.Indonesia harus dikumpulkan dan dihitung bersama.  

33..   Formulir penambahan status meminta satu individuFormulir penambahan status meminta satu individu

penanggung jawab yang ditunjuk WP sebagai perwakilanpenanggung jawab yang ditunjuk WP sebagai perwakilan

masing-masing entitas.masing-masing entitas.  

Silahkan WP mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut.Silahkan WP mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut.

DJP tidak mewajibkan koordinator tertentu, namun ada 3 hal

yang perlu diperhatikan. 

1. Setiap entitas grup di Indonesia adalah Wajib Pajak GloBE

tersendiri dengan kewajiban masing-masing

2. ETR dihitung per negara, jadi data seluruh entitas grup di

Indonesia harus dikumpulkan dan dihitung bersama. 

3. Formulir penambahan status meminta satu individu

penanggung jawab yang ditunjuk WP sebagai perwakilan

masing-masing entitas. 

Silahkan WP mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut.

666666
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676767
Apabila terdapat lebih dari 1 entitasApabila terdapat lebih dari 1 entitas

konstituen di Indonesia, apakah masing-konstituen di Indonesia, apakah masing-

masing entitas konstituen bertanggungmasing entitas konstituen bertanggung

jawab untuk tax compliance (penambahanjawab untuk tax compliance (penambahan

status, SPT tahunan PPh Dalam Rangkastatus, SPT tahunan PPh Dalam Rangka

GloBE, dan GIR / Notifikasi) atau bisaGloBE, dan GIR / Notifikasi) atau bisa

diwakilkan oleh perwakilan CE?diwakilkan oleh perwakilan CE?

Apabila terdapat lebih dari 1 entitas

konstituen di Indonesia, apakah masing-

masing entitas konstituen bertanggung

jawab untuk tax compliance (penambahan

status, SPT tahunan PPh Dalam Rangka

GloBE, dan GIR / Notifikasi) atau bisa

diwakilkan oleh perwakilan CE?

PER-6/PJ/2026 Pasal 4, 7, 9, 12 ayat (5), 14; Lampiran A Bagian F

Masing-masing entitas konstituen (CE / Masing-masing entitas konstituen (CE / ConstituenConstituent Entityt Entity))

adalah WP GloBE tersendiri. Setiap CE mengajukanadalah WP GloBE tersendiri. Setiap CE mengajukan

penambahan status, menyampaikan SPT Tahunan PPh dalampenambahan status, menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam

rangka GloBE (minimal bagian DMTT), dan menyampaikanrangka GloBE (minimal bagian DMTT), dan menyampaikan

Notifikasi (kecuali CE tersebut sudah menyampaikan GIR).Notifikasi (kecuali CE tersebut sudah menyampaikan GIR).  

Yang dapat 'diwakilkan':Yang dapat 'diwakilkan':  

11..   satu individu penanggung jawab yang ditunjuk grup dapatsatu individu penanggung jawab yang ditunjuk grup dapat

dicantumkan pada formulir semua CE;dicantumkan pada formulir semua CE;  

22..   GIR cukup disampaikan oleh satu WP GloBE yang ditunjukGIR cukup disampaikan oleh satu WP GloBE yang ditunjuk

sebagai Entitas Konstituen Pelapor;sebagai Entitas Konstituen Pelapor;  

33..   SPT dapat ditandatangani oleh kuasa sesuai ketentuan KUP.SPT dapat ditandatangani oleh kuasa sesuai ketentuan KUP.

Namun kewajiban hukum tetap melekat pada masing-Namun kewajiban hukum tetap melekat pada masing-

masing CE.masing CE.

Masing-masing entitas konstituen (CE / Constituent Entity)

adalah WP GloBE tersendiri. Setiap CE mengajukan

penambahan status, menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam

rangka GloBE (minimal bagian DMTT), dan menyampaikan

Notifikasi (kecuali CE tersebut sudah menyampaikan GIR). 

Yang dapat 'diwakilkan': 

1.  satu individu penanggung jawab yang ditunjuk grup dapat

dicantumkan pada formulir semua CE; 

2. GIR cukup disampaikan oleh satu WP GloBE yang ditunjuk

sebagai Entitas Konstituen Pelapor; 

3. SPT dapat ditandatangani oleh kuasa sesuai ketentuan KUP.

Namun kewajiban hukum tetap melekat pada masing-

masing CE.
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686868
Apa itu Tahun Pajak, Tahun Pengenaan GloBEApa itu Tahun Pajak, Tahun Pengenaan GloBE

dan Tahun Pajak GloBE?dan Tahun Pajak GloBE?

Apa itu Tahun Pajak, Tahun Pengenaan GloBE

dan Tahun Pajak GloBE?

PER-6/PJ/2026 Pasal 1

Tahun Pengenaan GloBTahun Pengenaan GloBE adalah tahun pajak saat GloBEE adalah tahun pajak saat GloBE

dikenakan, berdasarkan periode pembukuan laporan keuangandikenakan, berdasarkan periode pembukuan laporan keuangan

komersial dari UPE.komersial dari UPE.

Tahun Pajak GloBE merupakan tahun yang dicantumkan dalamTahun Pajak GloBE merupakan tahun yang dicantumkan dalam

SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Tahun Pajak GloBESPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Tahun Pajak GloBE

secara umum adalah satu tahun setelah Tahun Pengenaansecara umum adalah satu tahun setelah Tahun Pengenaan

GloBE.GloBE.

Jadi untuk tahun pengenaan GloBE 2025, tahun pajak GloBE-Jadi untuk tahun pengenaan GloBE 2025, tahun pajak GloBE-

nya adalah 2026nya adalah 2026

Tahun Pengenaan GloBE adalah tahun pajak saat GloBE

dikenakan, berdasarkan periode pembukuan laporan keuangan

komersial dari UPE.

Tahun Pajak GloBE merupakan tahun yang dicantumkan dalam

SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Tahun Pajak GloBE

secara umum adalah satu tahun setelah Tahun Pengenaan

GloBE.

Jadi untuk tahun pengenaan GloBE 2025, tahun pajak GloBE-

nya adalah 2026
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696969 Kapan batas akhir penambahan status?Kapan batas akhir penambahan status?Kapan batas akhir penambahan status?

PalPaling lambat 9 bulan setelah tahun pengenaan GloBE pertamaing lambat 9 bulan setelah tahun pengenaan GloBE pertamaPaling lambat 9 bulan setelah tahun pengenaan GloBE pertama

PER-6/PJ/2026 Pasal 4

PER-6/PJ/2026 Lampiran A

707070
Pada Formulir penambahan status bagian BPada Formulir penambahan status bagian B

no 4 terdapat kolom "Negara", ini merujuk keno 4 terdapat kolom "Negara", ini merujuk ke

negaranya UPE atau negara anggota grupnegaranya UPE atau negara anggota grup

lainnya?lainnya?

Pada Formulir penambahan status bagian B

no 4 terdapat kolom "Negara", ini merujuk ke

negaranya UPE atau negara anggota grup

lainnya?

Pada formulir penambahan status (Lampiran A PER-6), angka 4Pada formulir penambahan status (Lampiran A PER-6), angka 4

di Bagian Bdi Bagian B adalah 'Negara', yaitu negara lokasi Entitas Induk adalah 'Negara', yaitu negara lokasi Entitas Induk

Utama (UPE). Seluruh isian Bagian B (NPWP/TIN, nama, alamat,Utama (UPE). Seluruh isian Bagian B (NPWP/TIN, nama, alamat,

negara, periode pembukuan) merujuk ke UPE, bukan anggotanegara, periode pembukuan) merujuk ke UPE, bukan anggota

grup lain.grup lain.  

Jika yang dimaksud adalah bagian ke empat formulir (BagianJika yang dimaksud adalah bagian ke empat formulir (Bagian

D), isinya adalah tahun pertama Grup PMN masuk cakupanD), isinya adalah tahun pertama Grup PMN masuk cakupan

GloBE, yang juga merupakan informasi tingkat grup. Angka 4 diGloBE, yang juga merupakan informasi tingkat grup. Angka 4 di

Bagian F adalah nomor telepon penanggung jawab.Bagian F adalah nomor telepon penanggung jawab.

Pada formulir penambahan status (Lampiran A PER-6), angka 4

di Bagian B adalah 'Negara', yaitu negara lokasi Entitas Induk

Utama (UPE). Seluruh isian Bagian B (NPWP/TIN, nama, alamat,

negara, periode pembukuan) merujuk ke UPE, bukan anggota

grup lain. 

Jika yang dimaksud adalah bagian ke empat formulir (Bagian

D), isinya adalah tahun pertama Grup PMN masuk cakupan

GloBE, yang juga merupakan informasi tingkat grup. Angka 4 di

Bagian F adalah nomor telepon penanggung jawab.
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PER-6/PJ/2026 Lampiran A ; Pasal 9

717171
Pengisian formulir penambahan status WPPengisian formulir penambahan status WP

GloBE: apakah identitas di kolom PIC padaGloBE: apakah identitas di kolom PIC pada

formulir penambahan status GloBE harus diisiformulir penambahan status GloBE harus diisi

dengan identitas pengurus WP yangdengan identitas pengurus WP yang

bersangkutan?bersangkutan?

Pengisian formulir penambahan status WP

GloBE: apakah identitas di kolom PIC pada

formulir penambahan status GloBE harus diisi

dengan identitas pengurus WP yang

bersangkutan?

Tidak harus. Menurut petunjuk pengisian, Bagian F (KontakTidak harus. Menurut petunjuk pengisian, Bagian F (Kontak

Administratif) diisi dengan NIK/NPWP,Administratif) diisi dengan NIK/NPWP, nama, email, dan nomor nama, email, dan nomor

telepon individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagaitelepon individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai

perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajibanperwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban

perpajakan GloBE.perpajakan GloBE.  

Individu ini dapat merupakan staf pajak, manajer, atauIndividu ini dapat merupakan staf pajak, manajer, atau

pengurus, sesuai penunjukan grup. Yang berbeda adalahpengurus, sesuai penunjukan grup. Yang berbeda adalah

penandatanganan: formulir ditandatangani pemohon, wakil,penandatanganan: formulir ditandatangani pemohon, wakil,

atau kuasa. Sedangkan SPT Tahunan PPh dalam rangkaatau kuasa. Sedangkan SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE wajib ditandatangani pengurus ataumelaksanakan GloBE wajib ditandatangani pengurus atau

kuasa WP sesuai ketentuan perpajakan.kuasa WP sesuai ketentuan perpajakan.

Tidak harus. Menurut petunjuk pengisian, Bagian F (Kontak

Administratif) diisi dengan NIK/NPWP, nama, email, dan nomor

telepon individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai

perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban

perpajakan GloBE. 

Individu ini dapat merupakan staf pajak, manajer, atau

pengurus, sesuai penunjukan grup. Yang berbeda adalah

penandatanganan: formulir ditandatangani pemohon, wakil,

atau kuasa. Sedangkan SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE wajib ditandatangani pengurus atau

kuasa WP sesuai ketentuan perpajakan.
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PER-6/PJ/2026 Pasal 7

727272
Apa saja komponen SPT Tahunan PPh dalamApa saja komponen SPT Tahunan PPh dalam

rangka melaksanakan GloBE?rangka melaksanakan GloBE?

Apa saja komponen SPT Tahunan PPh dalam

rangka melaksanakan GloBE?

Induk SPT terdiri dari tiga bagian:Induk SPT terdiri dari tiga bagian:  

11..   SPT Tahunan PPhSPT Tahunan PPh GloBE, hanya diisi jika WP GloBE adalah GloBE, hanya diisi jika WP GloBE adalah

entitas induk utama;entitas induk utama;  

22..   SPT Tahunan PPh UTPR, diisi jika ada alokasi top-up taxSPT Tahunan PPh UTPR, diisi jika ada alokasi top-up tax

UTPR; danUTPR; dan  

33..   SPT Tahunan PPh DMTT, diisi oleh setiap WP GloBE.SPT Tahunan PPh DMTT, diisi oleh setiap WP GloBE.

Induk SPT terdiri dari tiga bagian: 

1. SPT Tahunan PPh GloBE, hanya diisi jika WP GloBE adalah

entitas induk utama; 

2. SPT Tahunan PPh UTPR, diisi jika ada alokasi top-up tax

UTPR; dan 

3. SPT Tahunan PPh DMTT, diisi oleh setiap WP GloBE.
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PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 19–23, Pasal 7, Pasal 12

737373
Apa itu GloBE Information Return (GIR) danApa itu GloBE Information Return (GIR) dan

SPT Tahunan PPh GloBE/DMTT?SPT Tahunan PPh GloBE/DMTT?

Apa itu GloBE Information Return (GIR) dan

SPT Tahunan PPh GloBE/DMTT?

GIR adalah laporan terstandar dari OECD (format XML) berisiGIR adalah laporan terstandar dari OECD (format XML) berisi

informasi grup: identitas dan status entitas konstituen, strukturinformasi grup: identitas dan status entitas konstituen, struktur

kepemilikan, perhitungan ETR dan pajak tambahan (top-up tax)kepemilikan, perhitungan ETR dan pajak tambahan (top-up tax)

per negara, alokasi IIR/UTPR, serta pemilihan (elections) yangper negara, alokasi IIR/UTPR, serta pemilihan (elections) yang

dibuat.dibuat.  

GIR wajib disampaikan oleh UPE Indonesia, atau oleh WP GloBEGIR wajib disampaikan oleh UPE Indonesia, atau oleh WP GloBE

Indonesia yang ditunjuk sebagai entitas pelapor, atau jikaIndonesia yang ditunjuk sebagai entitas pelapor, atau jika

entitas pelapor berada di negara tanpa QCAA dengan Indonesia.entitas pelapor berada di negara tanpa QCAA dengan Indonesia.  

SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE adalah SPT PPhSPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE adalah SPT PPh

domestik untuk menghitung dan melaporkan pajak tambahan.domestik untuk menghitung dan melaporkan pajak tambahan.

Induk SPT terdiri dari tiga bagian: SPT PPh GloBE (IIR, diisi hanyaInduk SPT terdiri dari tiga bagian: SPT PPh GloBE (IIR, diisi hanya

oleh UPE), SPT PPh UTPR (diisi jika ada alokasi UTPR), dan SPToleh UPE), SPT PPh UTPR (diisi jika ada alokasi UTPR), dan SPT

PPh DMTT (wajib diisi semua WP GloBE).PPh DMTT (wajib diisi semua WP GloBE).

GIR adalah laporan terstandar dari OECD (format XML) berisi

informasi grup: identitas dan status entitas konstituen, struktur

kepemilikan, perhitungan ETR dan pajak tambahan (top-up tax)

per negara, alokasi IIR/UTPR, serta pemilihan (elections) yang

dibuat. 

GIR wajib disampaikan oleh UPE Indonesia, atau oleh WP GloBE

Indonesia yang ditunjuk sebagai entitas pelapor, atau jika

entitas pelapor berada di negara tanpa QCAA dengan Indonesia. 

SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE adalah SPT PPh

domestik untuk menghitung dan melaporkan pajak tambahan.

Induk SPT terdiri dari tiga bagian: SPT PPh GloBE (IIR, diisi hanya

oleh UPE), SPT PPh UTPR (diisi jika ada alokasi UTPR), dan SPT

PPh DMTT (wajib diisi semua WP GloBE).
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747474
Kapan batas waktu pelaporan SPT TahunanKapan batas waktu pelaporan SPT Tahunan

PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE untukPPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE untuk

tahun pengenaan GloBE 2025?tahun pengenaan GloBE 2025?

Kapan batas waktu pelaporan SPT Tahunan

PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE untuk

tahun pengenaan GloBE 2025?

Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. KhususPaling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Khusus

untuk tahun pengenaan GloBE yang pertama, maka WP dapatuntuk tahun pengenaan GloBE yang pertama, maka WP dapat

menyampaikan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua)menyampaikan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua)

bulan.bulan.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)

adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahunadalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun

pengenaan pertama, maka pengenaan pertama, maka SPT Tahunan PPh dalam rangkaSPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE Tahun Pajak 2026 wajib disampaikanmelaksanakan GloBE Tahun Pajak 2026 wajib disampaikan

paling lambat Juni 2027 (dengan terlebih dahulupaling lambat Juni 2027 (dengan terlebih dahulu

memberitahukan perpanjangan)memberitahukan perpanjangan)

Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Khusus

untuk tahun pengenaan GloBE yang pertama, maka WP dapat

menyampaikan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua)

bulan.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)

adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun

pengenaan pertama, maka SPT Tahunan PPh dalam rangka

melaksanakan GloBE Tahun Pajak 2026 wajib disampaikan

paling lambat Juni 2027 (dengan terlebih dahulu

memberitahukan perpanjangan)

PER-6/PJ/2026 Pasal 11
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PER-6/PJ/2026 Pasal 11

757575
Perpanjangan penyampaian SPT PPh GloBE,Perpanjangan penyampaian SPT PPh GloBE,

apakah diproses otomatis atau dilakukanapakah diproses otomatis atau dilakukan

penelitian?penelitian?

Perpanjangan penyampaian SPT PPh GloBE,

apakah diproses otomatis atau dilakukan

penelitian?

Perpanjangan bersifat pemberitahuan, bukan permohonanPerpanjangan bersifat pemberitahuan, bukan permohonan

yang memerlukan persetujuan.yang memerlukan persetujuan.    Syaratnya:Syaratnya:  

11..   hanya untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama grup;hanya untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama grup;  

22..   paling lama 2 bulan;paling lama 2 bulan;  

33..   disampaikan sebelum batas waktu SPT (4 bulan setelahdisampaikan sebelum batas waktu SPT (4 bulan setelah

akhir Tahun Pajak GloBE) berakhir;akhir Tahun Pajak GloBE) berakhir;  

44..   dilampiri bukti setoran jika ada kekurangan pembayarandilampiri bukti setoran jika ada kekurangan pembayaran

pajak tambahan, beserta jumlah pajak tambahan IIR, UTpajak tambahan, beserta jumlah pajak tambahan IIR, UTPR,PR,

dan DMTT (jika ada).dan DMTT (jika ada).  

Tata cara penyampaian dan penyelesaiannya mengikuti PMKTata cara penyampaian dan penyelesaiannya mengikuti PMK

tentang sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), yang padatentang sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), yang pada

umumnya memeriksa kelengkapan formal pemberitahuan.umumnya memeriksa kelengkapan formal pemberitahuan.

Perpanjangan bersifat pemberitahuan, bukan permohonan

yang memerlukan persetujuan.  Syaratnya: 

1. hanya untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama grup; 

2. paling lama 2 bulan; 

3. disampaikan sebelum batas waktu SPT (4 bulan setelah

akhir Tahun Pajak GloBE) berakhir; 

4. dilampiri bukti setoran jika ada kekurangan pembayaran

pajak tambahan, beserta jumlah pajak tambahan IIR, UTPR,

dan DMTT (jika ada). 

Tata cara penyampaian dan penyelesaiannya mengikuti PMK

tentang sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), yang pada

umumnya memeriksa kelengkapan formal pemberitahuan.
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767676
Bilamana WP GloBE wajib menyampaikan GIRBilamana WP GloBE wajib menyampaikan GIR

atau cukup Notifikasi?atau cukup Notifikasi?

Bilamana WP GloBE wajib menyampaikan GIR

atau cukup Notifikasi?

GIR wajib disampaikan oleh entitas induk utama (UPE/UltimateGIR wajib disampaikan oleh entitas induk utama (UPE/Ultimate

Parent Entity). Dalam hal UPE berada di luar negeri, makaParent Entity). Dalam hal UPE berada di luar negeri, maka

entitas konstituen yang ada di Indonesia wajib menyampaikanentitas konstituen yang ada di Indonesia wajib menyampaikan

GIR dalam hal:GIR dalam hal:  

a)a)

b)b)

Notifikasi wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak GloBE,Notifikasi wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak GloBE,

kecuali yang sudah menyampaikan GIR.kecuali yang sudah menyampaikan GIR.

GIR wajib disampaikan oleh entitas induk utama (UPE/Ultimate

Parent Entity). Dalam hal UPE berada di luar negeri, maka

entitas konstituen yang ada di Indonesia wajib menyampaikan

GIR dalam hal: 

a)

b)

Notifikasi wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak GloBE,

kecuali yang sudah menyampaikan GIR.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 65 

Grup PMN menunjuk entitas di Indonesia untuk menjadiGrup PMN menunjuk entitas di Indonesia untuk menjadi

Entitas Konstituen Pelapor GIR; atauEntitas Konstituen Pelapor GIR; atau  

Entitas Konstituen Pelapor GIR berada di negara yang tidakEntitas Konstituen Pelapor GIR berada di negara yang tidak

memmemiliki perjanjian pertukaran GIR dengan Indonesia.iliki perjanjian pertukaran GIR dengan Indonesia.  

Grup PMN menunjuk entitas di Indonesia untuk menjadi

Entitas Konstituen Pelapor GIR; atau 

Entitas Konstituen Pelapor GIR berada di negara yang tidak

memiliki perjanjian pertukaran GIR dengan Indonesia. 
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PER-6/PJ/2026 Pasal 12, 14; OECD Model Rules Art. 8.1

777777
Entitas mana yang secara hukum berhakEntitas mana yang secara hukum berhak

menjadi filing entity GIR?menjadi filing entity GIR?

Entitas mana yang secara hukum berhak

menjadi filing entity GIR?

Berdasarkan PMK 136 dan PER-6:Berdasarkan PMK 136 dan PER-6:  

11..   Jika UPE adalah subjek pajak dalam negeri, UPE wajibJika UPE adalah subjek pajak dalam negeri, UPE wajib

menyampaikan GIR;menyampaikan GIR;  

22..   jika UPE adalah subjek pajak luar negeri, GIR disampaikan dijika UPE adalah subjek pajak luar negeri, GIR disampaikan di

luar negeri kecuali WP GloBE di Indonesia ditunjuk grupluar negeri kecuali WP GloBE di Indonesia ditunjuk grup

sebagai Entitas Konstituen Pelapor, atau apabila Entitassebagai Entitas Konstituen Pelapor, atau apabila Entitas

Konstituen Pelapor grup berada di negara yang tidakKonstituen Pelapor grup berada di negara yang tidak

memiliki QCAA yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahunmemiliki QCAA yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun

Pengenaan GloBE tersebuPengenaan GloBE tersebut.t.  

Jika GIR sudah disampaikan di negara yang memiliki QCAAJika GIR sudah disampaikan di negara yang memiliki QCAA

dengan Indonesia, WP GloBE di Indonesia cukupdengan Indonesia, WP GloBE di Indonesia cukup

menyampaikan Notifikasi.menyampaikan Notifikasi.

Berdasarkan PMK 136 dan PER-6: 

1. Jika UPE adalah subjek pajak dalam negeri, UPE wajib

menyampaikan GIR; 

2. jika UPE adalah subjek pajak luar negeri, GIR disampaikan di

luar negeri kecuali WP GloBE di Indonesia ditunjuk grup

sebagai Entitas Konstituen Pelapor, atau apabila Entitas

Konstituen Pelapor grup berada di negara yang tidak

memiliki QCAA yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun

Pengenaan GloBE tersebut. 

Jika GIR sudah disampaikan di negara yang memiliki QCAA

dengan Indonesia, WP GloBE di Indonesia cukup

menyampaikan Notifikasi.
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PER-6/PJ/2026 Pasal 13

787878
Kapan batas waktu pelaporan GIR atauKapan batas waktu pelaporan GIR atau

Notifikasi untuk tahun pengenaan GloBE 2025?Notifikasi untuk tahun pengenaan GloBE 2025?

Kapan batas waktu pelaporan GIR atau

Notifikasi untuk tahun pengenaan GloBE 2025?

umumnya paling lambat 15 bulan setelah akhir tahunumumnya paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun

pengenaan GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBEpengenaan GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBE

pertama diperpanjang menjadi 18 bulan.pertama diperpanjang menjadi 18 bulan.  

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolisdasi UPE)Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolisdasi UPE)

adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahunadalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun

pengenaan pertama, maka batas akhir pelaporan GIR ataupengenaan pertama, maka batas akhir pelaporan GIR atau

Notifikasi adalah Juni 2027.Notifikasi adalah Juni 2027.

umumnya paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun

pengenaan GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBE

pertama diperpanjang menjadi 18 bulan. 

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolisdasi UPE)

adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun

pengenaan pertama, maka batas akhir pelaporan GIR atau

Notifikasi adalah Juni 2027.
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797979
Apa itu Apa itu Transitional Simplified ReportingTransitional Simplified Reporting

FrameworkFramework??

Apa itu Transitional Simplified Reporting

Framework?

Transitional simplified reporting framework Transitional simplified reporting framework adalah mekanismeadalah mekanisme

pelaporan GIR dimana bagian penyesuaian laba atau rugi bersihpelaporan GIR dimana bagian penyesuaian laba atau rugi bersih

dapat dilakukan secara agregdapat dilakukan secara agregat tanpa harus merinci untukat tanpa harus merinci untuk

setiap Entitas Konstituen.setiap Entitas Konstituen.  

Mekanisme ini berlaku dalam hal:Mekanisme ini berlaku dalam hal:

(a)(a)

(b)(b)

Transitional simplified reporting framework adalah mekanisme

pelaporan GIR dimana bagian penyesuaian laba atau rugi bersih

dapat dilakukan secara agregat tanpa harus merinci untuk

setiap Entitas Konstituen. 

Mekanisme ini berlaku dalam hal:

(a)

(b)

tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atautidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau

terdapat kewajiban pajak tambahterdapat kewajiban pajak tambahan tetapi tidak perluan tetapi tidak perlu

dialokasikan kepada setiap Entitas Konstituendialokasikan kepada setiap Entitas Konstituen

tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau

terdapat kewajiban pajak tambahan tetapi tidak perlu

dialokasikan kepada setiap Entitas Konstituen
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PER-6/PJ/2026 Pasal 20

818181
Kapan batas waktu bayar top-up tax untukKapan batas waktu bayar top-up tax untuk

tahun 2025?tahun 2025?

Kapan batas waktu bayar top-up tax untuk

tahun 2025?

Paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE.Paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE.  

Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, maka tahun pajak GloBEUntuk tahun pengenaan GloBE 2025, maka tahun pajak GloBE

nya adalah 2026.nya adalah 2026.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)

adalah Januari - Desember 2025, madalah Januari - Desember 2025, maka batas akhir pembayaranaka batas akhir pembayaran

adalah pada tanggal 31 Desember 2026.adalah pada tanggal 31 Desember 2026.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)

menggunakan periode yang berbeda, maka menyesuaikanmenggunakan periode yang berbeda, maka menyesuaikan

dengan periode pembukuan.dengan periode pembukuan.

Paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE. 

Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, maka tahun pajak GloBE

nya adalah 2026.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)

adalah Januari - Desember 2025, maka batas akhir pembayaran

adalah pada tanggal 31 Desember 2026.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE)

menggunakan periode yang berbeda, maka menyesuaikan

dengan periode pembukuan.
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PER-6/PJ/2026 Pasal 10 dan Pasal 13

808080 Pelaporan dilakukan lewat mana?Pelaporan dilakukan lewat mana?Pelaporan dilakukan lewat mana?

Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax), laman,Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax), laman,

atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasiatau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi

Direktorat Jenderal Pajak.Direktorat Jenderal Pajak.

Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax), laman,

atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi

Direktorat Jenderal Pajak.
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PER-6/PJ/2026 Pasal 20

828282
Bagaimana cara menyetor pajak tambahanBagaimana cara menyetor pajak tambahan

GloBE?GloBE?

Bagaimana cara menyetor pajak tambahan

GloBE?

Kode Akun 411618 dgn KJS:Kode Akun 411618 dgn KJS:  

  a. 610 untuk pajak tambahan berda. 610 untuk pajak tambahan berdasarkan IIR;asarkan IIR;

  b. 620 untuk pajak tambahan berdasarkan UTPR; ataub. 620 untuk pajak tambahan berdasarkan UTPR; atau  

  c. 630 untuk pajak tambahan berdasarkan DMTT.c. 630 untuk pajak tambahan berdasarkan DMTT.

Kode Akun 411618 dgn KJS: 

 a. 610 untuk pajak tambahan berdasarkan IIR;

 b. 620 untuk pajak tambahan berdasarkan UTPR; atau 

 c. 630 untuk pajak tambahan berdasarkan DMTT.

PER-6/PJ/2026 Pasal 7, 20; Lampiran G (Induk II, III.5; Lampiran I Sub B.2)

838383
ETR dihitung per negara, lalu siapa yangETR dihitung per negara, lalu siapa yang

bertanggung jawab untuk melakukanbertanggung jawab untuk melakukan

pembayaran?pembayaran?

ETR dihitung per negara, lalu siapa yang

bertanggung jawab untuk melakukan

pembayaran?

Tergantung jenis pajak tambahannya.Tergantung jenis pajak tambahannya.  

DMTT: dibayar oleh masing-masing WP GloBE di Indonesia yangDMTT: dibayar oleh masing-masing WP GloBE di Indonesia yang

ETR-nya di bawah 15%, dengan alokasi sesuai besar lETR-nya di bawah 15%, dengan alokasi sesuai besar laba GloBE-aba GloBE-

nya.nya.  

IIR: dibayar oleh Entitas Induk di Indonesia yang wajibIIR: dibayar oleh Entitas Induk di Indonesia yang wajib

menerapkan IIR, biasanya UPE.menerapkan IIR, biasanya UPE.  

UTPR: dibayar oleh WP GloBE (selain UPE) yang mendapatUTPR: dibayar oleh WP GloBE (selain UPE) yang mendapat

alokasi UTPR, sebanding dengan Laba GloBE-nya terhadapalokasi UTPR, sebanding dengan Laba GloBE-nya terhadap

seluruh WP GloBE grup di Indonesia.seluruh WP GloBE grup di Indonesia.

Tergantung jenis pajak tambahannya. 

DMTT: dibayar oleh masing-masing WP GloBE di Indonesia yang

ETR-nya di bawah 15%, dengan alokasi sesuai besar laba GloBE-

nya. 

IIR: dibayar oleh Entitas Induk di Indonesia yang wajib

menerapkan IIR, biasanya UPE. 

UTPR: dibayar oleh WP GloBE (selain UPE) yang mendapat

alokasi UTPR, sebanding dengan Laba GloBE-nya terhadap

seluruh WP GloBE grup di Indonesia.
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848484
Apakah pembayaran pajak dalam rangkaApakah pembayaran pajak dalam rangka

QDMTT dan UTPR yang dilakukan oleh entitasQDMTT dan UTPR yang dilakukan oleh entitas

konstituen Indonesia bisa di-reimburse ke pihakkonstituen Indonesia bisa di-reimburse ke pihak

UPE? Bagaimana perlakuannya? ApakahUPE? Bagaimana perlakuannya? Apakah

dianggap sebagai tambahan penghasilan yangdianggap sebagai tambahan penghasilan yang

harus kena PPh Badan lagi untuk CE?harus kena PPh Badan lagi untuk CE?

Apakah pembayaran pajak dalam rangka

QDMTT dan UTPR yang dilakukan oleh entitas

konstituen Indonesia bisa di-reimburse ke pihak

UPE? Bagaimana perlakuannya? Apakah

dianggap sebagai tambahan penghasilan yang

harus kena PPh Badan lagi untuk CE?

UU PPh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3); PER-6/PJ/2026 Pasal 20

PMK 136/2024 dan PER-6 tidak mengatur penggantianPMK 136/2024 dan PER-6 tidak mengatur penggantian

(reimbursement) pajak tambahan antar entitas grup.(reimbursement) pajak tambahan antar entitas grup.  

Kewajiban membayar pajak tambahan tetap melekat pada WPKewajiban membayar pajak tambahan tetap melekat pada WP

GloBE di Indonesia.GloBE di Indonesia.

Untuk PPh Badan berlaku ketentuan umum UU PPh: setiapUntuk PPh Badan berlaku ketentuan umum UU PPh: setiap

ttambahan kemampuan ekonomis yang diterima CE padaambahan kemampuan ekonomis yang diterima CE pada

prinsipnya merupakan penghasilan, kecuali jika memenuhiprinsipnya merupakan penghasilan, kecuali jika memenuhi

kriteria yang dikecualikan (misalnya setoran modal yangkriteria yang dikecualikan (misalnya setoran modal yang

didokumentasikan sebagai penyertaan modal).didokumentasikan sebagai penyertaan modal).

PMK 136/2024 dan PER-6 tidak mengatur penggantian

(reimbursement) pajak tambahan antar entitas grup. 

Kewajiban membayar pajak tambahan tetap melekat pada WP

GloBE di Indonesia.

Untuk PPh Badan berlaku ketentuan umum UU PPh: setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima CE pada

prinsipnya merupakan penghasilan, kecuali jika memenuhi

kriteria yang dikecualikan (misalnya setoran modal yang

didokumentasikan sebagai penyertaan modal).
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PER-6/PJ/2026 Pasal 23–24

858585 Apakah DJP bisa memeriksa kepatuhan GloBE?Apakah DJP bisa memeriksa kepatuhan GloBE?Apakah DJP bisa memeriksa kepatuhan GloBE?

Ya.Ya.  

DJP berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhanDJP berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan

kewajiban perpkewajiban perpajakan terkait GloBE dan pemeriksaan untukajakan terkait GloBE dan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pelaksanaan ketentuan GloBE.menguji kepatuhan pelaksanaan ketentuan GloBE.

Ya. 

DJP berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan

kewajiban perpajakan terkait GloBE dan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pelaksanaan ketentuan GloBE.

PER-6/PJ/2026 Pasal 24

868686
Apabila terdapat pemeriksaan pajak Apabila terdapat pemeriksaan pajak all taxesall taxes,,

apakah termasuk di dalamnya pemeriksaanapakah termasuk di dalamnya pemeriksaan

untuk BEPS/GloBE? Atau akan adauntuk BEPS/GloBE? Atau akan ada

pemeriksaan khusus hanya untuk GloBE di luarpemeriksaan khusus hanya untuk GloBE di luar

all taxesall taxes??

Apabila terdapat pemeriksaan pajak all taxes,

apakah termasuk di dalamnya pemeriksaan

untuk BEPS/GloBE? Atau akan ada

pemeriksaan khusus hanya untuk GloBE di luar

all taxes?

PER-6/PJ/2026 memberi DJP wewenang memeriksa kepatuhanPER-6/PJ/2026 memberi DJP wewenang memeriksa kepatuhan

WP GloBE dan untuk tujuan lain terkWP GloBE dan untuk tujuan lain terkait GloBE, dilaksanakanait GloBE, dilaksanakan

sesuai ketentuan pemeriksaan yang berlaku umumsesuai ketentuan pemeriksaan yang berlaku umum

PER-6/PJ/2026 memberi DJP wewenang memeriksa kepatuhan

WP GloBE dan untuk tujuan lain terkait GloBE, dilaksanakan

sesuai ketentuan pemeriksaan yang berlaku umum
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878787
Apakah tersedia mekanisme keberatan atauApakah tersedia mekanisme keberatan atau

penyelesaian sengketa atas penetapan penyelesaian sengketa atas penetapan top-uptop-up

taxtax??

Apakah tersedia mekanisme keberatan atau

penyelesaian sengketa atas penetapan top-up

tax?

PER-6/PJ/2026 Pasal 25–27

Ya, untuk sengketa domestik.Ya, untuk sengketa domestik.  

PER-6 mengatur pembetulan ketetapan, keberatan,PER-6 mengatur pembetulan ketetapan, keberatan,

pengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalanpengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalan

ketetapan, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan. Tataketetapan, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan. Tata

caranya mengikuti ketentuan umum KUP. Untuk sengketacaranya mengikuti ketentuan umum KUP. Untuk sengketa

lintlintas negara (misalnya dua negara sama-sama mengklaimas negara (misalnya dua negara sama-sama mengklaim

pajak tambahan atas laba yang sama), PMK 136/2024 dan PER-6pajak tambahan atas laba yang sama), PMK 136/2024 dan PER-6

belum mengatur mekanisme khusus.belum mengatur mekanisme khusus.  

Kerangka penyelesaian sengketa lintas negara masihKerangka penyelesaian sengketa lintas negara masih

dikembangkan OECD/G20 Inclusive Framework dan belumdikembangkan OECD/G20 Inclusive Framework dan belum

diputuskan.diputuskan.

Ya, untuk sengketa domestik. 

PER-6 mengatur pembetulan ketetapan, keberatan,

pengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalan

ketetapan, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan. Tata

caranya mengikuti ketentuan umum KUP. Untuk sengketa

lintas negara (misalnya dua negara sama-sama mengklaim

pajak tambahan atas laba yang sama), PMK 136/2024 dan PER-6

belum mengatur mekanisme khusus. 

Kerangka penyelesaian sengketa lintas negara masih

dikembangkan OECD/G20 Inclusive Framework dan belum

diputuskan.
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888888 Bagaimana dengan PPh pemotonganBagaimana dengan PPh pemotongan

pemungutan yang ditanggung oleh WPpemungutan yang ditanggung oleh WP

pemberi penghasilan, apakah menambah pajakpemberi penghasilan, apakah menambah pajak

tercakup dan menjadi biaya saat penghitungantercakup dan menjadi biaya saat penghitungan

Laba Bersih GloBE?Laba Bersih GloBE?

Bagaimana dengan PPh pemotongan

pemungutan yang ditanggung oleh WP

pemberi penghasilan, apakah menambah pajak

tercakup dan menjadi biaya saat penghitungan

Laba Bersih GloBE?

PMK 136 Tahun 2024

Tidak masuk pajak tercakup.Tidak masuk pajak tercakup.  

Sedangkan untuk penghitungan laba bersih GloBE, sepanjangSedangkan untuk penghitungan laba bersih GloBE, sepanjang

PPh Potput yang ditanggung terPPh Potput yang ditanggung tersebut dapat dibebankansebut dapat dibebankan

secara komersial sesuai akuntansi, maka tetap bisa dibebankansecara komersial sesuai akuntansi, maka tetap bisa dibebankan

dari sisi GloBE.dari sisi GloBE.

Tidak masuk pajak tercakup. 

Sedangkan untuk penghitungan laba bersih GloBE, sepanjang

PPh Potput yang ditanggung tersebut dapat dibebankan

secara komersial sesuai akuntansi, maka tetap bisa dibebankan

dari sisi GloBE.
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	Apakah ada entitas yang dikecualikan?
	Ada yaitu badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, entitas dana pensiun, entitas dana investasi yang merupakan entitas induk utama, entitas dana investasi real estat (real estate investment vehicle) yang merupakan entitas induk utama. Selain itu, entitas yang dimiliki oleh entitas yang dikecualikan dengan syarat tertentu. Entitas yang dikecualikan tetap dihitung untuk ambang omzet grup.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengetahui apakah termasuk cakupan GMT?
	Apakah ada entitas yang dikecualikan?
	Pastikan grup memang 'Grup PMN (Perusahaan Multi Nasional)', yaitu punya minimal satu entitas atau BUT di luar negara UPE.
	Cek laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk Utama (UPE) untuk 4 tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE.
	Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, yang diuji adalah tahun 2021–2024.
	Grup masuk cakupan jika peredaran bruto konsolidasi minimal EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun tersebut.
	Bila peredaran bruto diperoleh dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitung dengan cara disetahunkan.
	Setelah itu, identifikasi semua entitas di Indonesia yang menjadi Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (Joint Venture), karena masing-masing menjadi Wajib Pajak GloBE.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana ambang EUR 750 juta diterapkan jika tahun buku tidak 12 bulan atau ada merger/demerger?
	Jika tahun buku kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitung dengan cara disetahunkan. Untuk merger, omzet dihitung dengan menjumlahkan laporan keuangan masing-masing grup/entitas yang bergabung pada tahun-tahun pengujian. Untuk demerger (pemisahan) ada uji khusus pada tahun pertama dan tahun-tahun setelahnya.

	Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta, bagaimana dengan omzet JV? Apakah omzet JV masuk ke dalam penghitungan tersebut?
	Tidak.
	Ambang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasi UPE. Karena JV dicatat dengan metode ekuitas, yang masuk ke laporan konsolidasi hanya bagian laba JV, bukan peredaran brutonya. JV juga tidak diuji ambang batas secara terpisah, statusnya mengikuti grup investornya.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta, bagaimana dengan omzet Entitas yang Dimiliki Secara Minoritas (Minority Owned Constituent Entity-MOCE)? Apakah omzet MOCE masuk ke dalam penghitungan threshold EUR 750 Juta tersebut?
	Ya.
	MOCE (Minority-Owned Constituent Entity) adalah Entitas Konstituen yang dimiliki oleh UPE  sebesar 30% atau kurang, baik kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung, tetapi tetap dikonsolidasi line-by-line karena dikendalikan grup. Karena dikonsolidasi, peredaran brutonya sudah masuk dalam peredaran bruto konsolidasi UPE.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta, bagaimana dengan omzet NMCE?
	Tidak. NMCE (Non-Material Constituent Entity) adalah Entitas Konstituen yang tidak dikonsolidasi line-by-line semata-mata karena alasan ukuran atau materialitas. Ambang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasi UPE sebagaimana disajikan, sehingga peredaran NMCE yang tidak ikut dikonsolidasi pada umumnya tidak menambah angka pengujian. NMCE tetap berstatus Entitas Konstituen dan tetap tunduk pada GloBE.

	Apa itu Tarif Pajak Efektif / ETR (Effective Tax Rate) dalam GloBE?
	ETR (effective tax rate) merupakan tarif pajak efektif yang berlaku dalam GloBE. ETR dihitung per negara (yurisdiksi), memakai rumus 'pajak tercakup yang disesuaikan' dibagi 'laba GloBE bersih', bukan langsung mengambil angka dari SPT PPh Badan.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu top-up tax atau pajak tambahan?
	Pajak tambahan yang harus dibayar untuk 'menambal' kekurangan pajak efektif suatu grup PMN di suatu negara sampai mencapai 15%. Contoh sederhana: jika tarif pajak efektif (ETR) grup di negara X hanya 10%, maka selisih 5% akan dikenakan sebagai pajak tambahan (top-up tax) di negara tersebut.

	Apa itu IIR?
	Income Inclusion Rule: aturan yang memberi hak kepada negara entitas induk untuk memungut pajak tambahan (top-up tax) atas entitas konstituen di negara lain yang tarif pajak efektifnya kurang dari 15%.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu UTPR?
	Undertaxed Payment Rules: ketentuan pengenaan pajak tambahan (top-up tax) dalam hal ketentuan IIR tidak diterapkan/tidak sepenuhnya diterapkan.

	Apa itu DMTT ?
	Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) adalah ketentuan yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%.
	Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) merupakan DMTT yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS
	Jadi dalam perspektif domestik, QDMTT merupakan pajak tambahan (top-up tax) yang dibayar di Indonesia atas entitas konstituen grup PMN di Indonesia yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana urutan penerapan QDMTT, IIR, dan UTPR?
	Urutannya:
	QDMTT di negara yang ETR nya kurang dari 15%;
	IIR: bila negara yang ETR nya kurang dari 15% tidak menerapkan QDMTT, maka berlaku IIR, yakni pajak tambahan (top-up tax) dibayar di negara di mana entitas induk berada
	UTPR: jika masih ada sisa pajak tambahan (top-up tax) yang tidak terpungut lewat IIR, maka akan dialokasikan ke negara lainnya dimana entitas konstituen lain berada.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Partially-Owned Parent Entity (POPE)?
	Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially-Owned Parent Entity/POPE) adalah:
	Entitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, bentuk usaha tetap, atau entitas investasi;
	Yang memiliki secara langsung atau tidak langsung kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya dalam grup PMN yang sama, dan
	dimiliki lebih dari 20% oleh pihak yang bukan merupakan Entitas Konstituen grup PMN yang bersangkutan, baik melalui kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung.
	Persyaratan di atas harus dipenuhi secara akumulatif.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana sisa pajak tambahan (top-up tax) dialokasikan dalam UTPR?
	Total pajak tambahan (top-up tax) UTPR dibagi ke yurisdiksi yang menerapkan UTPR berdasarkan rumus tertentu yaitu 50% berdasarkan proporsi jumlah karyawan dan 50% berdasarkan proporsi nilai aset berwujud di yurisdiksi tersebut.

	Kalau Indonesia tidak menerapkan GloBE, apakah perusahaan bebas dari pajak tambahan (top-up tax)?
	Tidak.
	Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia tidak menerapkan GloBE, negara induk (lewat IIR) atau negara lain (lewat UTPR) yang akan mengenakan pajak tambahan (top-up tax) nya. Karena itu, Indonesia menerapkan GloBE, salah satunya melalui mekanisme QDMTT agar hak pemajakannya tidak diambil negara lain.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Kalau Indonesia tidak menerapkan QDMTT, apa risikonya? Apakah hak pemajakannya diambil negara lain?
	Ya.
	Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan (top-up tax) atas laba di Indonesia akan dipungut negara induk melalui IIR, atau negara lain melalui UTPR. Artinya, insentif atau tarif rendah yang diberikan Indonesia justru menjadi subsidi bagi pengenaan pajak tambahan di negara lain. Dengan QDMTT, Indonesia memungut lebih dulu. DMTT Indonesia telah di-review oleh OECD dan mendapat status sebagai Qualified, dan termasuk juga memenuhi syarat sebagai QDMTT Safe Harbour.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana kalau grup berada di Indonesia tapi induknya di negara yang belum menerapkan GMT?
	OECD tidak mewajibkan setiap negara untuk menerapkan GloBE. Namun bila terdapat negara yang memilih untuk tidak menerapkan GloBE, maka harus menerima konsekuensi penerapan GloBE di negara lain. Bagi grup PMN di Indonesia yang merupakan WP GloBE tapi induknya berada di negara yang belum menerapkan GMT, maka apabila ETR grup PMN tersebut kurang dari 15%, akan dikenakan pajak tambahan (top-up tax) melalui mekanisme QDMTT
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah dapat terjadi dual claim atas top-up tax dari dua yurisdiksi berbeda? Bagaimana penyelesaian terkait sengketa tersebut?
	GloBE dirancang untuk mencegah pemajakan ganda melalui urutan penerapan aturan: QDMTT- IIR - UTPR.
	PER-6/PJ/2026 Pasal 25–27

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana rumus dasar menghitung top-up tax per yurisdiksi?
	Langkah:
	Hitung ETR per yurisdiksi = Total Pajak Tercakup yang Disesuaikan per negara ÷ Laba GloBE bersih per negara.
	Persentase Pajak tambahan (Top-up Tax) = 15% − ETR per yurisdiksi
	Laba Ekses = Laba GloBE bersih − Substance-Based Income Exclusion (SBIE).
	Pajak tambahan (Top-up Tax) Yurisdiksi = Persentase Pajak tambahan (Top-up Tax) × Laba Ekses
	Pajak tambahan (top-up tax) QDMTT kemudian dialokasikan ke tiap entitas konstituen yang memiliki ETR kurang dari 15%.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu GloBE Income dan bedanya dengan laba fiskal biasa? Dan bagaimana perlakuan pajak tangguhan?
	Laba GloBE dihitung dengan cara berangkat dari laba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas, bukan dari laba fiskal SPT PPh Badan.
	Laba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas itu akan disesuaikan dengan berbagai penyesuaian GloBE.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Adjusted Covered Taxes dan bagaimana pajak tangguhan diperlakukan?
	Pajak tercakup yang disesuaikan adalah pajak kini yang diakui dalam laporan Laba Rugi, dengan penyesuaian:
	a)
	b)
	c)
	penambahan dan pengurangan pajak tercakup
	jumlah penyesuaian pajak tangguhan
	setiap kenaikan/ penurunan pajak tercakup yang dilaporkan dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya (Other Comprehensive Income/OCI), yang penghasilannya diakui sebagai penghasilan GloBE
	Pajak tangguhan ikut dihitung dalam Pajak Tercakup (poin b), tetapi dihitung ulang (recast) pada tarif 15% jika tarif PPh Badan di negara tersebut lebih besar dari 15%

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana perlakuan PPh 26 ayat (4) BUT dalam GloBE?
	Pajak atas BUT dialokasikan ke yurisdiksi/negara di mana BUT berada. Tujuannya agar pajak 'mengikuti' laba.
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	Apakah top-up tax GloBE termasuk 'pajak tercakup' saat menghitung ETR tahun berikutnya?
	Tidak. Pajak tambahan (top-up tax) berdasarkan IIR, UTPR, dan QDMTT tidak diperlakukan sebagai pajak tercakup.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Additional Current Top-up Tax (Pajak Tambahan Adisional Kini)?
	Additional Current Top-up Tax (ACUTT) adalah tambahan top-up tax tahun berjalan yang dapat timbul dari penghitungan ulang/penyesuaian yang menyebabkan kekurangan top-up tax tahun sebelumnya.
	ACUTT juga dapat timbul langsung dalam kondisi Pasal 31 ketika Pajak Tercakup yang Disesuaikan bernilai negatif dan lebih rendah daripada expected adjusted covered tax amount pada yurisdiksi tanpa Laba GloBE Bersih positif.
	Pasal 39 juga mencakup berbagai prior-year adjustments.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Substance-Based Income Exclusion (SBIE) dan berapa tarifnya?
	SBIE adalah pengecualian yang akan mengurangi laba GloBE bersih untuk menghitung Laba Ekses.
	SBIE dihitung berdasarkan 2 (dua) jenis komponen yaitu:
	payroll carve-out = persentase × biaya gaji karyawan yang memenuhi syarat, dan
	tangible asset carve-out = persentase × nilai tercatat aset berwujud.
	Persentase yang digunakan untuk tahun 2025: 9,6% untuk payroll carve-out dan 7,6% untuk tangible asset carve-out
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah DJP dapat mengoreksi kelayakan dalam penghitungan SBIE?
	Terkait aset mana saja yang diakui sebagai eligible tangible assets (misalnya aset sewa guna usaha atau aset yang belum beroperasi penuh) dan komponen apa saja yang masuk dalam eligible payroll costs (misalnya bonus, opsi saham, atau pesangon)?
	Ya. SBIE merupakan bagian dari perhitungan pajak tambahan sehingga dapat diuji dalam pengawasan dan pemeriksaan. Biaya gaji yang memenuhi syarat mencakup kompensasi pegawai (gaji, upah, bonus, tunjangan, dan manfaat langsung seperti asuransi kesehatan dan pensiun, termasuk kompensasi berbasis saham), pajak terkait penggajian, dan iuran jaminan sosial pemberi kerja. Yang dikecualikan antara lain biaya gaji yang dikapitalisasi ke aset berwujud yang memenuhi syarat dan biaya gaji terkait penghasilan pelayaran internasional.
	Aset berwujud yang memenuhi syarat mencakup aset tetap di Indonesia, sumber daya alam, aset hak guna (right-of-use) atas aset berwujud bagi penyewa, serta izin pemerintah atas penggunaan properti tak bergerak atau sumber daya alam. Yang dikecualikan antara lain aset (termasuk tanah dan bangunan) yang dimiliki untuk dijual, disewakan, atau investasi.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa saja yang perlu dilihat untuk perhitungan GloBE, khususnya untuk yang memiliki Fasilitas PPh, rugi fiskal, dan PPh Final?
	Fasilitas PPh: perhatikan bentuknya. Pembebasan atau pengurangan PPh (tax holiday) menurunkan Pajak Tercakup secara langsung. Pengurangan penghasilan neto (investment allowance) bersifat permanen sehingga menurunkan ETR. Penyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangi pajak tangguhan.
	Rugi fiskal: GloBE memperhitungkan pajak tangguhan (aset pajak tangguhan atas rugi, dihitung pada 15%). Jika aset pajak tangguhan atas rugi tahun berjalan tidak diakui di laporan keuangan, ada penyesuaian khusus, dan ada aturan transisi untuk atribut pajak sebelum GloBE berlaku.
	PPh Final: penghasilan yang dikenai PPh final tetap masuk dalam menghitung Laba GloBE dan PPh final juga merupakan Pajak Tercakup, termasuk jika dicatat sebagai beban lainnya pada laba sebelum pajak.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah Tax Holiday dan insentif pajak jadi tidak berguna?
	Tidak selalu dan berbeda per kasus. Dampaknya berbeda tergantung jenis insentif, besar laba, dan substansi usaha (karyawan dan aset). Insentif yang membuat pajak efektif turun di bawah 15% dapat memicu pengenaan pajak tambahan (top-up tax).

	Bagaimana Tax Holiday dan Tax Allowance memengaruhi ETR GloBE?
	Tax holiday (pembebasan/pengurangan PPh) mengurangi pajak tercakup sehingga ETR turun di bawah 15% dan bisa memicu pengenaan pajak tambahan (top-up tax).
	Penyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangi pajak tangguhan. Investment allowance yang berupa pengurangan penghasilan neto bersifat permanen sehingga menurunkan ETR.
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	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah Tax Holiday masih aman? Kenapa Tax Holiday paling berdampak GMT? Apakah pemerintah akan desain ulang skema insentif?
	Tax holiday (pembebasan/pengurangan PPh) tetap berlaku sesuai ketentuannya, tetapi bagi entitas dalam grup PMN yang masuk cakupan GloBE, manfaatnya dapat 'diambil kembali' melalui pajak tambahan.
	Desain ulang insentif adalah kewenangan kebijakan pemerintah, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu De Minimis Exclusion (pengecualian De Minimis)?
	Grup dapat memilih pengecualian de-minimis sehingga pajak tambahan (top-up tax) di Indonesia ditetapkan menjadi nol (0) apabila rata-rata pendapatan GloBE di Indonesia kurang dari EUR 10 juta dan rata-rata laba/rugi GloBE kurang dari EUR 1 juta

	Apa itu pengecualian fase awal aktivitas internasional (initial phase exclusion)?
	Selama 5 tahun pertama, pajak tambahan (top-up tax) UTPR atas yurisdiksi entitas induk utama ditetapkan menjadi nol bila grup beroperasi di paling banyak 6 yurisdiksi dan nilai aset berwujud di luar yurisdiksi induk tidak lebih dari EUR 50 juta
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Transitional CbCR Safe Harbour?
	Ketentuan safe harbour berdasarkan CbCR pada periode tertentu. Ketentuan tersebut akan menetapkan pajak tambahan (top-up tax) suatu yurisdiksi menjadi nol (0) jika lolos salah satu pengujian, yaitu:
	pengujian de minimis: pendapatan di Indonesia kurang dari EUR 10 juta dan laba sebelum pajak di Indonesia kurang EUR 1 juta berdasarkan CbCR,
	pengujian tarif pajak efektif yang disederhanakan (simplified ETR): tarif 16% untuk 2025, 17% untuk 2026, atau
	pengujian laba rutin: laba sebelum pajak di Indonesia kurang dari atau sama dengan SBIE.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu QDMTT Safe Harbour?
	Jika suatu yurisdiksi menerapkan QDMTT yang memenuhi standar tambahan (accounting standard, consistency, administration), maka pajak tambahan (top-up tax) IIR/UTPR untuk yurisdiksi itu dianggap nol, sehingga grup cukup menghitung QDMTT.
	OECD mengakui DMTT Indonesia sebagai Qualified DMTT (QDMTT) sekaligus QDMTT safe harbour.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana mekanisme pengajuan Safe Harbour?
	Tidak ada formulir permohonan atau persetujuan terpisah untuk safe harbour. Safe harbour dihitung secara langsung melalui GIR atau SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
	Safe harbour adalah pemilihan oleh grup yang dilaporkan dalam GIR (bagian safe harbour per negara), sehingga batas waktunya mengikuti batas waktu GIR. DJP berwenang menguji kelayakan safe harbour dan dapat meminta klarifikasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah GIR disampaikan.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah UPE yang memilih yurisdiksi safe harbour tetap memiliki kewajiban pelaporan GIR?
	Ya.
	Safe harbour hanya menyederhanakan perhitungan pajak tambahan (top-up tax) namun tidak menghapus kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE tetap berlaku

	Apakah kalau sudah memenuhi ketentuan Transitional CbCR Safe Harbour (TCSH) tetap harus lapor/memasukkan laporan QDMTT dan lainnya?
	Ya.
	Safe harbour tidak menghapus kewajiban administrasi. SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajib dilaporkan oleh semua WP GloBE di Indonesia.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana perlakuan Joint Venture (JV) dalam GloBE?
	JV dalam GloBE adalah entitas yang dimiliki minimal 50% oleh Entitas Induk Utama (UPE) baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dicatat dengan metode ekuitas.
	ETR dan pajak tambahan (top-up tax) JV beserta anak usaha JV dihitung sendiri, tidak digabung dengan entitas konstituen lain di yurisdiksi yang sama.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana menentukan suatu JV masuk cakupan GloBE atau tidak?
	Langkah pengujiannya:
	(1)  Apakah grup investor masuk cakupan GloBE?;
	(2) Apakah JV dicatat dengan metode ekuitas?;
	(3) Apakah kepemilikan UPE minimal 50%.
	Jika ketiganya terpenuhi, JV dan anak usahanya di Indonesia menjadi WP GloBE sebagai anggota grup usaha patungan.
	Jika entitas itu dikonsolidasi line-by-line, maka entitas itu adalah Entitas Konstituen biasa, bukan JV.
	Pengecualian dari definisi JV antara lain UPE dari Grup PMN lain dan entitas yang dikecualikan.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana penghitungan ETR atas JV? Apakah gabung dengan anggota grup lainnya?
	Tidak digabung.
	JV beserta anak usahanya dihitung seolah-olah merupakan grup terpisah.
	ETR dan pajak tambahan (top-up tax) dihitung per negara hanya di antara anggota grup usaha patungan, tidak digabung dengan Entitas Konstituen lain milik grup investor di negara yang sama.
	Untuk penerapan QDMTT di Indonesia, JV di Indonesia menjadi WP GloBE dan dihitung tersendiri.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apabila perusahaan JV yang shareholder-nya tidak ada pemilikan saham mayoritas (porsi saham 40%, 40%, 20%) dan entity company tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi induk (hanya dilaporkan menggunakan metode ekuitas), apakah masuk dalam cakupan GloBE?
	Bagi masing-masing grup investor, pada umumnya tidak.
	Entitas tersebut bukan Entitas Konstituen karena tidak dikonsolidasi, dan bukan JV menurut GloBE karena tidak ada induk utama grup yang memiliki minimal 50%.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Untuk JV yang masuk cakupan GloBE, bagaimana cara mengisi UPE di menu 'Penambahan Status'?
	Bagian B formulir (Identitas Entitas Induk Utama) diisi dengan identitas UPE (bukan pemegang saham langsung JV, kecuali pemegang saham itu sendiri adalah UPE) dari Grup PMN investor yang mencatat JV dengan metode ekuitas dan UPE tersebut memiliki secara langsung atau tidak langsung minimal 50%.
	Bagian C diisi dengan nama grup investor tersebut. Jika JV menjadi JV bagi lebih dari satu Grup PMN (misalnya 50:50 dengan dua grup yang sama-sama masuk cakupan), maka untuk penambahan status JV dapat memilih salah satu UPE untuk diinput di Coretax.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana penghitungan ETR atas Entitas yang dimiliki secara minoritas (Minority Owned Constituent Entity - MOCE )? Apakah gabung dengan anggota grup lainnya?
	Tidak digabung.
	MOCE di suatu negara dihitung terpisah dari Entitas Konstituen lain. MOCE-MOCE yang berada dalam satu sub grup kepemilikan minoritas di negara yang sama dihitung bersama sebagai 'Subgrup yang dimiliki secara minoritas'. MOCE yang berdiri sendiri dihitung sendiri sebagai 'Standalone MOCE'. MOCE yang merupakan entitas investasi mengikuti ketentuan entitas investasi.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana perlakuan entitas investasi dalam GloBE?
	Entitas investasi dihitung ETR-nya terpisah dari entitas konstituen lain di yurisdiksi yang sama

	Apa saja pemilihan (elections) yang tersedia dan berapa lama mengikat?
	Ada pemilihan tahunan (annual election), misalnya de minimis exclusion, dan pemilihan 5 tahun (five-year election), misalnya memilih entitas yang dikecualikan sebagai entitas yang tidak dikecualikan.
	Pemilihan 5 tahun tidak bisa dicabut selama 5 tahun sejak dipilih, dan jika dicabut tidak bisa dipilih lagi selama 5 tahun berikutnya.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa dampak dan manfaat dari GMT dalam ketentuan perpajakan dan laporan keuangan?
	Dalam ketentuan perpajakan: ada kewajiban registrasi (penambahan status), pembayaran pajak tambahan, pelaporan SPT, serta pelaporan GIR atau Notifikasi. Pajak tambahan GloBE merupakan PPh, sehingga pada prinsipnya tidak dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan.
	Laporan keuangan: amandemen IAS 12 tentang Pilar Dua (diadopsi di Indonesia melalui amandemen PSAK 212 terkait Pajak Penghasilan) memberi pengecualian wajib sementara dari pengakuan pajak tangguhan terkait Pilar Dua, dan mewajibkan pengungkapan beban pajak kini terkait Pilar Dua serta informasi eksposur grup. Manfaatnya adalah hak pemajakan Indonesia terlindungi lewat QDMTT (pajak tambahan tidak diambil negara lain), persaingan tarif yang tidak sehat berkurang, dan transparansi meningkat melalui pertukaran GIR.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana GMT memengaruhi transfer pricing?
	GMT mengurangi dorongan menggeser laba ke negara bertarif rendah, karena laba yang dikenai pajak efektif di bawah 15% akan dikenai pajak tambahan (DMTT/IIR/UTPR).
	Namun transfer pricing tetap penting dalam GloBE:
	(1)
	(2)
	(3)
	Laba GloBE berangkat dari laba akuntansi, dan transaksi antar entitas konstituen lintas negara harus sesuai prinsip kewajaran; jika tidak, harus disesuaikan.
	Koreksi TP di kemudian hari dapat mengubah Pajak Tercakup dan memicu penyesuaian setelah pelaporan.
	Dalam pengawasan GloBE, DJP dapat meminta dokumen penentuan harga transfer.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa saja kewajiban administrasi WP GloBE?
	Secara garis besar:
	mengajukan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE,
	membayar pajak tambahan jika ada,
	menyampaikan GloBE Information Return (GIR) atau Notifikasi, dan
	menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana kewajiban pelaporan di Indonesia?
	Untuk grup dengan tahun pengenaan sama dengan tahun kalender (Jan-Des 2025), dan merupakan tahun pengenaan yang pertama di 2025 ini:
	permohonan penambahan status WP GloBE paling lambat 9 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 September 2026;
	pembayaran pajak tambahan paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 31 Desember 2026;
	pelaporan GIR atau Notifikasi paling lambat 18 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 Juni 2027. Untuk tahun berikutnya menjadi 15 bulan.
	pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 30 April 2027, dan dapat diajukan perpanjang paling lama 2 bulan (untuk tahun pertama saja) sampai 30 Juni 2027. SPT wajib dilampiri tanda terima GIR/Notifikasi, dan SPT tidak dapat disampaikan sebelum pajak tambahan dilunasi. Semua disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax).

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Siapa sebaiknya menjadi koordinator implementasi GMT untuk grup PMN di Indonesia? Masing-masing entitas melakukan sendiri atau melalui kantor pusat perwakilan yang ada di Indonesia?
	DJP tidak mewajibkan koordinator tertentu, namun ada 3 hal yang perlu diperhatikan.
	Setiap entitas grup di Indonesia adalah Wajib Pajak GloBE tersendiri dengan kewajiban masing-masing
	ETR dihitung per negara, jadi data seluruh entitas grup di Indonesia harus dikumpulkan dan dihitung bersama.
	Formulir penambahan status meminta satu individu penanggung jawab yang ditunjuk WP sebagai perwakilan masing-masing entitas.
	Silahkan WP mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apabila terdapat lebih dari 1 entitas konstituen di Indonesia, apakah masing-masing entitas konstituen bertanggung jawab untuk tax compliance (penambahan status, SPT tahunan PPh Dalam Rangka GloBE, dan GIR / Notifikasi) atau bisa diwakilkan oleh perwakilan CE?
	Masing-masing entitas konstituen (CE / Constituent Entity) adalah WP GloBE tersendiri. Setiap CE mengajukan penambahan status, menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE (minimal bagian DMTT), dan menyampaikan Notifikasi (kecuali CE tersebut sudah menyampaikan GIR).
	Yang dapat 'diwakilkan':
	satu individu penanggung jawab yang ditunjuk grup dapat dicantumkan pada formulir semua CE;
	GIR cukup disampaikan oleh satu WP GloBE yang ditunjuk sebagai Entitas Konstituen Pelapor;
	SPT dapat ditandatangani oleh kuasa sesuai ketentuan KUP. Namun kewajiban hukum tetap melekat pada masing-masing CE.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Tahun Pajak, Tahun Pengenaan GloBE dan Tahun Pajak GloBE?
	Tahun Pengenaan GloBE adalah tahun pajak saat GloBE dikenakan, berdasarkan periode pembukuan laporan keuangan komersial dari UPE.
	Tahun Pajak GloBE merupakan tahun yang dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Tahun Pajak GloBE secara umum adalah satu tahun setelah Tahun Pengenaan GloBE.
	Jadi untuk tahun pengenaan GloBE 2025, tahun pajak GloBE-nya adalah 2026
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Kapan batas akhir penambahan status?
	Paling lambat 9 bulan setelah tahun pengenaan GloBE pertama

	Pada Formulir penambahan status bagian B no 4 terdapat kolom "Negara", ini merujuk ke negaranya UPE atau negara anggota grup lainnya?
	Pada formulir penambahan status (Lampiran A PER-6), angka 4 di Bagian B adalah 'Negara', yaitu negara lokasi Entitas Induk Utama (UPE). Seluruh isian Bagian B (NPWP/TIN, nama, alamat, negara, periode pembukuan) merujuk ke UPE, bukan anggota grup lain.
	Jika yang dimaksud adalah bagian ke empat formulir (Bagian D), isinya adalah tahun pertama Grup PMN masuk cakupan GloBE, yang juga merupakan informasi tingkat grup. Angka 4 di Bagian F adalah nomor telepon penanggung jawab.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Pengisian formulir penambahan status WP GloBE: apakah identitas di kolom PIC pada formulir penambahan status GloBE harus diisi dengan identitas pengurus WP yang bersangkutan?
	Tidak harus. Menurut petunjuk pengisian, Bagian F (Kontak Administratif) diisi dengan NIK/NPWP, nama, email, dan nomor telepon individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.
	Individu ini dapat merupakan staf pajak, manajer, atau pengurus, sesuai penunjukan grup. Yang berbeda adalah penandatanganan: formulir ditandatangani pemohon, wakil, atau kuasa. Sedangkan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajib ditandatangani pengurus atau kuasa WP sesuai ketentuan perpajakan.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa saja komponen SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE?
	Induk SPT terdiri dari tiga bagian:
	SPT Tahunan PPh GloBE, hanya diisi jika WP GloBE adalah entitas induk utama;
	SPT Tahunan PPh UTPR, diisi jika ada alokasi top-up tax UTPR; dan
	SPT Tahunan PPh DMTT, diisi oleh setiap WP GloBE.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh GloBE/DMTT?
	GIR adalah laporan terstandar dari OECD (format XML) berisi informasi grup: identitas dan status entitas konstituen, struktur kepemilikan, perhitungan ETR dan pajak tambahan (top-up tax) per negara, alokasi IIR/UTPR, serta pemilihan (elections) yang dibuat.
	GIR wajib disampaikan oleh UPE Indonesia, atau oleh WP GloBE Indonesia yang ditunjuk sebagai entitas pelapor, atau jika entitas pelapor berada di negara tanpa QCAA dengan Indonesia.
	SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE adalah SPT PPh domestik untuk menghitung dan melaporkan pajak tambahan. Induk SPT terdiri dari tiga bagian: SPT PPh GloBE (IIR, diisi hanya oleh UPE), SPT PPh UTPR (diisi jika ada alokasi UTPR), dan SPT PPh DMTT (wajib diisi semua WP GloBE).

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Kapan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE untuk tahun pengenaan GloBE 2025?
	Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBE yang pertama, maka WP dapat menyampaikan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) bulan.
	Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE) adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun pengenaan pertama, maka SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE Tahun Pajak 2026 wajib disampaikan paling lambat Juni 2027 (dengan terlebih dahulu memberitahukan perpanjangan)

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Perpanjangan penyampaian SPT PPh GloBE, apakah diproses otomatis atau dilakukan penelitian?
	Perpanjangan bersifat pemberitahuan, bukan permohonan yang memerlukan persetujuan.  Syaratnya:
	hanya untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama grup;
	paling lama 2 bulan;
	disampaikan sebelum batas waktu SPT (4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE) berakhir;
	dilampiri bukti setoran jika ada kekurangan pembayaran pajak tambahan, beserta jumlah pajak tambahan IIR, UTPR, dan DMTT (jika ada).
	Tata cara penyampaian dan penyelesaiannya mengikuti PMK tentang sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), yang pada umumnya memeriksa kelengkapan formal pemberitahuan.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bilamana WP GloBE wajib menyampaikan GIR atau cukup Notifikasi?
	GIR wajib disampaikan oleh entitas induk utama (UPE/Ultimate Parent Entity). Dalam hal UPE berada di luar negeri, maka entitas konstituen yang ada di Indonesia wajib menyampaikan GIR dalam hal:
	a)
	b)
	Notifikasi wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak GloBE, kecuali yang sudah menyampaikan GIR.

	Grup PMN menunjuk entitas di Indonesia untuk menjadi Entitas Konstituen Pelapor GIR; atau
	Entitas Konstituen Pelapor GIR berada di negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran GIR dengan Indonesia.
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Entitas mana yang secara hukum berhak menjadi filing entity GIR?
	Berdasarkan PMK 136 dan PER-6:
	Jika UPE adalah subjek pajak dalam negeri, UPE wajib menyampaikan GIR;
	jika UPE adalah subjek pajak luar negeri, GIR disampaikan di luar negeri kecuali WP GloBE di Indonesia ditunjuk grup sebagai Entitas Konstituen Pelapor, atau apabila Entitas Konstituen Pelapor grup berada di negara yang tidak memiliki QCAA yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE tersebut.
	Jika GIR sudah disampaikan di negara yang memiliki QCAA dengan Indonesia, WP GloBE di Indonesia cukup menyampaikan Notifikasi.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Kapan batas waktu pelaporan GIR atau Notifikasi untuk tahun pengenaan GloBE 2025?
	umumnya paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun pengenaan GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBE pertama diperpanjang menjadi 18 bulan.
	Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolisdasi UPE) adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun pengenaan pertama, maka batas akhir pelaporan GIR atau Notifikasi adalah Juni 2027.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apa itu Transitional Simplified Reporting Framework?
	Transitional simplified reporting framework adalah mekanisme pelaporan GIR dimana bagian penyesuaian laba atau rugi bersih dapat dilakukan secara agregat tanpa harus merinci untuk setiap Entitas Konstituen.
	(b)
	tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau
	PER-6/PJ/2026 Pasal 30
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Pelaporan dilakukan lewat mana?
	Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax), laman, atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

	Kapan batas waktu bayar top-up tax untuk tahun 2025?
	Paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE.
	Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, maka tahun pajak GloBE nya adalah 2026.
	Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE) adalah Januari - Desember 2025, maka batas akhir pembayaran adalah pada tanggal 31 Desember 2026.
	Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE) menggunakan periode yang berbeda, maka menyesuaikan dengan periode pembukuan.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana cara menyetor pajak tambahan GloBE?
	Kode Akun 411618 dgn KJS:
	a. 610 untuk pajak tambahan berdasarkan IIR;
	b. 620 untuk pajak tambahan berdasarkan UTPR; atau
	c. 630 untuk pajak tambahan berdasarkan DMTT.


	ETR dihitung per negara, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran?
	Tergantung jenis pajak tambahannya.
	DMTT: dibayar oleh masing-masing WP GloBE di Indonesia yang ETR-nya di bawah 15%, dengan alokasi sesuai besar laba GloBE-nya.
	IIR: dibayar oleh Entitas Induk di Indonesia yang wajib menerapkan IIR, biasanya UPE.
	UTPR: dibayar oleh WP GloBE (selain UPE) yang mendapat alokasi UTPR, sebanding dengan Laba GloBE-nya terhadap seluruh WP GloBE grup di Indonesia.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah pembayaran pajak dalam rangka QDMTT dan UTPR yang dilakukan oleh entitas konstituen Indonesia bisa di-reimburse ke pihak UPE? Bagaimana perlakuannya? Apakah dianggap sebagai tambahan penghasilan yang harus kena PPh Badan lagi untuk CE?
	PMK 136/2024 dan PER-6 tidak mengatur penggantian (reimbursement) pajak tambahan antar entitas grup.
	Kewajiban membayar pajak tambahan tetap melekat pada WP GloBE di Indonesia.
	Untuk PPh Badan berlaku ketentuan umum UU PPh: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima CE pada prinsipnya merupakan penghasilan, kecuali jika memenuhi kriteria yang dikecualikan (misalnya setoran modal yang didokumentasikan sebagai penyertaan modal).

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah DJP bisa memeriksa kepatuhan GloBE?
	Ya.
	DJP berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan terkait GloBE dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan ketentuan GloBE.


	Apabila terdapat pemeriksaan pajak all taxes, apakah termasuk di dalamnya pemeriksaan untuk BEPS/GloBE? Atau akan ada pemeriksaan khusus hanya untuk GloBE di luar all taxes?
	PER-6/PJ/2026 memberi DJP wewenang memeriksa kepatuhan WP GloBE dan untuk tujuan lain terkait GloBE, dilaksanakan sesuai ketentuan pemeriksaan yang berlaku umum
	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Apakah tersedia mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa atas penetapan top-up tax?
	Ya, untuk sengketa domestik.
	PER-6 mengatur pembetulan ketetapan, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalan ketetapan, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan. Tata caranya mengikuti ketentuan umum KUP. Untuk sengketa lintas negara (misalnya dua negara sama-sama mengklaim pajak tambahan atas laba yang sama), PMK 136/2024 dan PER-6 belum mengatur mekanisme khusus.
	Kerangka penyelesaian sengketa lintas negara masih dikembangkan OECD/G20 Inclusive Framework dan belum diputuskan.

	FAQ PAJAK MINIMUM GLOBAL

	Bagaimana dengan PPh pemotongan pemungutan yang ditanggung oleh WP pemberi penghasilan, apakah menambah pajak tercakup dan menjadi biaya saat penghitungan Laba Bersih GloBE?
	Tidak masuk pajak tercakup.
	Sedangkan untuk penghitungan laba bersih GloBE, sepanjang PPh Potput yang ditanggung tersebut dapat dibebankan secara komersial sesuai akuntansi, maka tetap bisa dibebankan dari sisi GloBE.




